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PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NOMOR l TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Menimbang :

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

a. bahwa menindaktanjuti ketentuan pasat 77 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta, dipandang

pertu menetapkan peraturan mengenai pedoman pengetolaan

keuangan;

b. bahwa Peraturan Rektor lnstitut Teknologi Seputuh Nopember

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

lnstitut Teknologi Seputuh Nopember sebagaimana diubah dengan

Peraturan Rektor lnstitut Teknologi Seputuh Nopember Nomor 7

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 6

Tahun 20'17 perlu di[aksanakan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakud datam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan tersebut melalui

peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman

Pengelotaan Keuangan lnstitut Teknotogi Seputuh Nopember.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

(Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2012 Nomor 158,

Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengetotaan Perguruan

Tinggi (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2014 Nomor

'16, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor E3 Tahun 2014 tentang Penetapan

lnstitut Teknologi Seputuh Nopember sebagai Perguruan Tinggi

Mengingat



Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun

2014 Nomor 304);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk

dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan

Hukum (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2015

Nomor 1 '10, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5699);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 20'15 tentang Statuta

lnstitut Teknologi Seputuh Nopember (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara

Repubtik lndonesia Nomor 5723);

Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor

138/ M/KpllV 1201 5 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan

2015 - 2019;

Peraturan Menteri Keuangan Repubtik lndonesia Nomor

139 /PMK.0212015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan,

dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Repubtik

lndonesia Tahun 2015 Nomor 1078);

Peraturan Majelis Wati Amanat lnstitut Teknotogi Sepuluh

Nopember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;

Peraturan Rektor lnstitut Teknotogi Seputuh Nopember Nomor '10

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstitut Teknotogi

Seputuh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor

lnstitut Teknotogi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2018

tentang Perubahan Peraturan Rektor lnstitut Teknotogi Seputuh

Nopember Nomor 10 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TENTANG PEDOMAN PENGELOLMN KEUANGAN INSTITUT TEKNOLOGI

SEPULUH NOPEMBER

4.

5.

7.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. ITS adatah lnstitut Teknologi Sepu[uh Nopember.

2. Rektor adatah Rektor lTS.

3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adatah Kepala Kantor satuan kerja yang

ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknotogi dan Pendidikan Tinggi selaku pengguna

anggaran.

4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adatah Pegawai Negeri Sipit yang ditunjuk

untuk dan atas nama kuasa pengguna anggaran, datam pengetotaan administrasi

keuangan, atau yang bertindak untuk pengadaan barang dan jasa kantor/satuan

kerja, sehingga menyebabkan anggaran ketuar dari kas.

5. Kepala Unit Kerja adatah Dekan, Sekretaris lnstitut, Ketua Lembaga, Direktur,

Kepala Biro, Kepata Badan, Kepa[a Departemen, Kepata Kantor dan Kepata

Perpustakaan.

6. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM) adatah pejabat yang diberi

kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan menandatangani SpM.

7. Atasan Langsung Bendahara adatah pejabat yang diberi kewenangan untuk

melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya pengetuaran anggaran

be[anja.

8. Bendahara Penerimaan adatah Pegawai Negeri Sipit yang ditunjuk untuk

menerima, menyimpan, menyetorkan uang atau surat berharga, menatausahakan

dan mempertanggung jawabkan uang Negara yang ada datam penguasaannya.

9. Bendahara Pengetuaran adalah Pegawai Negeri Sipit yang d.itunjuk untuk

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan uang untuk kepertuan betanja negara datam rangka

petaksanaan anggaran pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.

10. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang setanjutnya disingkat Bpp adatah

pegawai yang bertugas untuk membantu Bendahara pengetuaran datam

petaksanaan tugas bendahara.
'l 1. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adatah mekanisme

pembayaran dari Bendahara Pengeluaran ITS kepada rekanan atau p.ihak ke tiga.



12. Petugas Verifikasi adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat

Penerbit 5PM datam metaksanakan tugas-tugasnya.

13. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan

tidak mendapat batas jasa secara langsung yang hasilnya digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan negara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan maksud agar dalam pengelolaan keuangan ini

memitiki payung hukum.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan tujuan memberikan pedoman di datam

mengelola keuangan di lTS.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Pengelolaan keuangan ini mencakup:

a. Prinsip pengelotaan keuangan;

b. Penerimaan dana;

c. Pembayaran;

d. Pertanggungjawaban keuangan; dan

e. Perpajakan.

(21 Ruang lingkup secara teknis pengetolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1 ) tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Rektor ini.



BAB IV

PRINSIP PENGELOLMN KEUANGAN

Pasat 5

Pengelotaan keuangan dikelola wajib memenuhi prinsip:

a. transparan;

b. akuntabeU

c. tertib;

d. efektif;

e. efisien;

f. ekonomis; dan

g. bertanggungjawab.

Pasat 6

Memenuhi prinsip transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a , bahwa

datam pengetotaan keuangan wajib memberikan hak kepada para pemangku

kepentingan (stakeholders) lnstitut untuk mendapatkan informasi keuangan yang

retevan dengan kepentingannya.

Pasal 7

Memenuhi prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud datam Pasat 5 huruf b, bahwa

pengetolaan keuangan wajib dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan

hukum.

Pasal B

Memenuhi prinsip tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bahwa

pengetolaan keuangan wajib ditaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur terkait

pengetotaan keuangan.

Pasal 9

Memenuhi prinsip efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bahwa

pengetolaan keuangan wajib ditaksanakan untuk pencapaian target indikator kinerja

yang tertuang di dalam Renstra lnstitut.



Pasal 10

Memenuhi prinsip efisien sebagaimana dimaksud datam Pasal 5 huruf e, bahwa

pengelotaan keuangan wajib dilaksanakan ditaksanakan dengan mengacu pada standar

biaya tanpa mengorbankan mutu barang atau kualitas [ayanan yang sesuai dengan

Standar Pendidikan lnstitut.

Pasal 1 1

Memenuhi prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, bahwa

pengetotaan keuangan wajib mengambit pitihan yang paling murah sepanjang tidak

mengorbankan mutu barang atau kuatitas layanan sesuai dengan Standar Pendidikan

lnstitut.

Pasal 1 2

Memenuhi prinsip bertanggungjawab sebagaimana dimaksud datam Pasal 5 huruf g,

bahwa pengetotaan keuangan wajib ditaksanakan datam rangka mendukung

penyetenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB V

PENERIMMN DANA ITS

Pasal 1 3

(1) Semua penerimaan dana masuk ITS harus metalui rekening penerimaan lTS.

(2) Rekening penerimaan ITS tercantum dalam lampiran 2 Peraturan Rektor ini, dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

PasaI l4

Sumber dana penerimaan diketola secara otonom oteh ITS bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Betanja Negara (APBN); dan

b. Anggaran Non Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non PNBP).

Pasal 1 5

Anggaran Pendapatan dan Betanja Negara (APBN), sebagaimana dimaksud datam

Pasa[ 14 huruf a, terdiri atas:

a. Dana betanja pegawai;



b. Dana bantuan pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTN Badan Hukum); dan

c. Dana APBN Kementerian.

Pasal 16

Anggaran Non Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non PNBP) sebagaimana dimaksud

datam pasal 14 huruf b, berasal dari:

a. BPPTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b yang tetah

masuk di dalam rekening penerimaan ITS

b. Biaya pendidikan; dan

c. Non Biaya Pendidikan;

Pasal 17

(1) Dana Non Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non PNBP) yang berasal dari Biaya

Pendidikan sebagaimana dimaksud datam pasal 16 huruf b, terdiri atas:

a. Uang Kutiah Tunggat (UKT);

b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);

c. Sumbangan Pengembangan lnstitusi (5Pl);

d. Biaya pendafaran untuk program diploma, program kemitraan mandiri dan

program pascasarjana;

e. Kutiah Penyegaran untuk mahasiswa baru program pascasarjana;

f. lnformasi dan Pengenatan ITS (lPlTS) untuk mahasiswa baru program pasca

sarjana;

g, Biaya petayaran dan IPITS untuk mahasiswa program double degree Teknik

Sistem Perkapatan;dan

h. Biaya wisuda untuk mahasiswa non UKT atau non Bidik misi.

(2) Dana Non Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non PNBP) yang berasal dari Non

Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud datam pasal 16 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan dari masYarakat;

b. Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi;

c. Pengelotaan Kekayaan ITS PTN Badan Hukum;

d. Pengetotaan Dana Abadi;

e. Usaha ITS PTN Badan Hukum;

f. Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah;

g. Pinjaman; dan



h. Pendapatan tainnya yang sah.

(3) Penatausahaan penerimaan sumber dana ITS tercantum datam lampiran 2 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasat 18

Bendahara penerimaan wajib menyusun pertanggungj awaban penerimaan dana ITS

da[am laporan Pertanggungj awaban Bendahara Penerimaan datam periode butanan.

BAB VI

PEMBAYARAN

Pasat 19

(1) Pembayaran betanja pegawai yang berasal dari dana DIPA Sekretariat Jenderal

Kemenristek Dikti(PTN Badan Hukum lnstitut Teknotogi Seputuh Nopember),

metiputi:

a. gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, gaji terusan, dan uang duka wafat;

dan

b. tembur, uang makan, dan tunjangan.

(2) Mekanisme dan tata cara pembayaran betanja pegawai sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), tercantum datam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 20

(1) Pembayaran dana Non PNBP dari Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTN

Badan Hukum), meliputi:

a. Pencairan Uang Muka Kegiatan (UMK) Operasional dan Kegiatan BPPTN Badan

Hukum; dan

b. Pencairan LS Kegiatan BPPTN Badan Hukum.

(2) Mekanisme dan tata cara pembayaran BPPTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam [ampiran 3 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 21

(1) Pembayaran dana APBN Kementerian, meliputi:



a. Pembayaran Uang Muka Kegiatan (UMK) Operasionat dan Kegiatan Dana APBN

Kementerian; dan

b. Pembayaran LS Kegiatan Dana APBN Kementerian.

(2) Pembayaran LS Kegiatan dana APBN Kementerian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, metiputi:

a. Pembayaran pekerjaan kontraktua[;

b. Pembayaran beasiswa; dan

c. Pembayaran dana penetitian.

(3) Mekanisme dan Tata cara pembayaran dana APBN Kementerian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum datam tampiran 3 Peraturan

Rektor ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 22

(1)Pembayaran dana Non PNBP, metiputi:

a. Pembayaran Uang Muka Kegiatan (UMK) Operasionat dan Kegiatan; dan

b. Pembayaran LS.

(2) Pembayaran LS dana Non PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

meti puti:

a. Pembayaran dana Pekerjaan Kontraktuat;

b. Pembayaran Honorarium Terpusat;

c. Pembayaran Dana Kerjasama;

d. Pembayaran Beasiswa;

e. Pembayaran Dana Penetitian; dan

f. Pembayaran BiaYa Pendidikan'

(3) Mekanisme dan tata cara pembayaran dana Non PNBP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), tercantum datam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Rektor ini.

BAB VII

PERTANGGU NGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 23

(1) Semua pembayaran yang berasal dari dana penerimaan ITS sebagaimana dimaksud

datam Pasat 19, Pasat 20, Pasal 21, dan Pasal 22 harus dipertanggungj awaban oleh



unit kerja kepada Rektor secara berjenjang sebagai Laporan Pertanggungjawaban

betanja dan kegiatan Unit Kerja.

(2) Ketentuan pertanggungjawaban pembayaran dari dana ITS sebagaimana dimaksud

pada ayat (t ), tercantum dalam lamp'iran 4 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VIII

PERPAJAKAN

Pasa[ 24

(1) Obyek pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan bendahara meliputi:

a. Pajak Penghasilan Pasat 21;

b. Pajak Penghasitan Pasal 22;

c. Pajak Penghasitan Pasal 23;

d. Pajak Pertambahan Nitai (PPN); dan

e. Pajak Penghasitan Final Pasal 4 ayat (2).

(2)Mekanisme dan tata cara pemotongan dan pemungutan pajak yang ditakukan

bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum datam lampiran 4

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Rektor ini mutai bertaku, Peraturan Rektor lnstitut Teknotogi

Seputuh Nopember Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Pengetotaan Keuangan

lnstitut Teknotogi Seputuh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor

lnstitut Teknologi Seputuh Nopember Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Rektor nomor 6 Tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



Pasat 26

Peraturan ini berlaku pada tanggat ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 2 Januari 2019
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LAMPIMN .'I

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NOMOR l TAHUN 2O'I9

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLMN KEUANGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

PEDOMAN PENGELOLMN KEUANGAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan Tinggi adatah tembaga atau organisasi atau perusahaan sektor publik

yang bergerak dibidang jasa, dengan produk utamanya adatah tayanan

Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penetitian.dan pengabdian Kepada

Masyarakat). Perguruan Tinggi tebih dikenat sebagai organisasi non-profit yang

tebih mengedepankan nilai sosiat daripada nilai komersitnya. Dengan adanya

perubahan kondisi potitik, sosial ekonomi, dan budaya masyarakat akibat

adanya gtobatisasi menuntut peran dan fungsi Perguruan Tinggi yang [ebih luas.

perguruan Tinggi sebagai sebagai PTN Badan Hukum harus diperLakukan puta

sebagai suatu entitas bisnis, tanpa menanggalkan tujuan sosial

kemasyarakatan nya dengan memberikan petayanan pendidikan yang

berkuatitas dengan biaya pendidikan yang dapat dijangkau masyarakat'

lnstitut Teknotogi Seputuh Nopember sebagai PTN Badan Hukum telah

menga[ami banyak perubahan status datam perjatanan panjangnya. Perubahan

itu bertujuan untuk meningkatkan kua[itas layanan Tridharma Perguruan Tinggi

kepada masyarakat. Transformasi-perubahan status Perguruan Tinggi Negeri

lTS, dimulai Perguran Tinggi Negeri Satuan Kerja (Satker) pada tahun 1960,

Perguruan Tinggi Negeri dengan Pengetotaan Keuangan Badan Layanan Umum



(PK-BLU) pada tahun 2008 dan setanjutnya ditetapkan menjadi Perguruan

Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN Badan Hukum) pada tahun 2014

lnstitut Teknotogi seputuh Nopember PTN Badan Hukum memperoleh mandat

dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rl berdasarkan Peraturan

pemerintah Repubtik lndonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Penetapan

lnstitut Teknotogi Seputuh Nopember Sebagai PTN Badan Hukum, tanggal 17

oktober 2014 dan penyelenggaraan status lT5 PTN Badan Hukum dimulai pada

tahun 2017. Tindak tanjut dari penetapan tersebut, ITS PTN Badan Hukum

sebagai lnstitusi Pemerintah didatam mengetota anggaran dituntut untuk

memitiki Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelotaan Keuangan sebagai

landasan datam mengetota keuangan.

ITS PTN Badan Hukum harus mampu mengelota dana secara mandiri,

transparan, dan akuntabel sesuai dengan UU No.12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi serta PP 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme

Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTN Badan Hukum). Peraturan Rektor

tentang Pedoman Pengelotaan Keuangan ITS PTN Badan Hukum merupakan

bentuk kontribusi yang nyata datam mewujudkan tata ketola pemerintahan

yang baik (good governance), dan bertujuan untuk mewujudkan pengelotaan

keuangan yang transparan dan akuntabet, efektif, dan efisien serta

memberikan dampak pada peningkatan kepercayaan pubtik terhadap

pengelolaan Keuangan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan pedoman pengetotaan keuangan sebagai [andasan

operas.ional bagi para pengetota keuangan dan pelaksana anggaran di seluruh

Unit Kerja di tingkungan lnstitut Teknologi Seputuh Nopember.



1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman pengetotaan keuangan memberikan pemahaman

yang sama bagi pengelola keuangan agar pengetotaan anggaran di[akukan

secara transparan, akuntabet, tertib administrasi, efisien dan efektif.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Pedoman Pengetolaan Keuangan lnstitut Teknotogi

Seputuh Nopember terdiri :

1 : PENDAHULUAN

Menjetaskan tentang :

. Latar belakang;

. Maksud dan tujuan;

o Sistematikapenutisan;

. Pejabat Pengetota Keuangan;

. Pengertian umum.

2 : MEKANISME DAN TEKNIS PENERIMMN

Menjelaskan tentang :

r Tata Cara Penerimaan Dana yang bersumber dari i) APBN yang terdiri :

betanja pegawai, Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan

Hukum (BPPTN Badan Hukum), APBN Kementerian dan ii) Non PNBP;

. Penatausahaan Penerimaan Biaya Pendidikan;

o Penatausahaan Penerimaan Dana Non Biaya Pendidikan;

. Penatausahaan Fungsi Rekening

3 : MEKANISME DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Menjelaskan tentang Tata Cara :

. Pembayaran Dana Betanja Pegawai;

. Pembayaran Dana APBN Kementerian;

. Pembayaran Dana BPPTN Badan Hukum; dan

E



. Pembayaran Dana Non PNBP.

4 : MEMNISME PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN

Menjetaskan tentang Tata Cara :

. Pertanggungjawaban Keuangan Betanja Pegawai;

. Pertanggungjawaban Keuangan Dana BPPTN Badan Hukum, APBN

Kementerian, dan non PNBP;

. Ketentuan Perpajakan atas Pertanggungjawaban Keuangan.

5: PENUTUP

1.4 Pejabat Pengelola Keuangan

Pejabat Pengetota Keuangan terdiri :

Rektor;

Wakit Rektor ll sebagai Pejabat yang diberi kewenangan melakukan

tindakan yang mengakibatkan pengetuaran anggaran betanja;

Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Atasan Langsung Bendahara;

Verifikator Surat Perintah Membayar

Para Kepata Unit Kerja;

Penanggungjawab Kegiatan;

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengetuaran;

Petugas Pengetolaan Administrasi Betanja Pegawai (PPABP);

Para Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);

Para Pembantu Bendahara Pengetuaran Pembantu (Staf Pengetota

Keuangan).

$,,2 eror. rrlni He)#na, M.Sc. rs, eh.o/
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LAMPIMN 2

PEMTURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR,I TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

2. MEKANISME DAN TEKNIS PENERIMAAN

2.1 Tata Cara Penerimaan Dana APBN dan Non PNBP

Berkaitan dengan peningkatan kuatitas layanan dalam rangka pengelolaan dana

penerimaan lTS, maka disusuntah mekanisme dan teknis penerimaan. Bahwa

semua penerimaan dana masuk diwajibkan metatui rekening penerimaan lTS.

Pendanaan ITS PTN Badan Hukum dapat bersumber dari i)APBN dan ii)setain

APBN (Non PNBP).

Untuk meningkatkan validitas dan sistem pengendatian internaI dalam

pengetotaan penerimaan dana, pembayaran ke rekening penerimaan ITS dapat

dilakukan dengan menggunakan Virtuol Account, e- billing, dan host to host

corporote payoble for bill poyment. Ha[ ini untuk mempermudah

pengidentifikasian dana masuk. Ditunjang juga dengan sistem yang memberikan

fasilitas monitoring dana masuk pada rekening penerimaan.

2.2 Penerimaan Dana APBN

2.2.1 Belanja Pegawai

Penerimaan yang bersumber dari dana APBN berupa belanja pegawai yang

diakui sebagai pendapatan ITS PTN Badan Hukum yang diperoteh dari

Pemerintah. Dana belanja pegawai didokumentasikan di datam DIPA Sekretariat

Jenderal Kemenristek Dikti (PTN Badan Hukum lnstitut Teknotogi Seputuh

Nopember)



2.2.2 Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTN Badan Hukum)

penerimaan BPPTN Badan Hukum adatah subsidi yang diberikan oteh

Pemerintah kepada PTN Badan Hukum yang bersumber dari Anggaran

pendapatan dan Betanja Negara (APBN) dan setetah masuk dalam rekening

penerimaan ITS menjadi pendapatan Non PNBP. Dana BPPTN Badan Hukum

digunakan untuk penyetenggaraan Perguruan Tinggi dan pengetolaan

pendidikan Tinggi. Penerimaan dana BPPTN Badan Hukum diperoteh setiap

triwulan dan digunakan untuk : biaya operasionat, biaya dosen NonPNS, biaya

tenaga kependidikan NonPNS, biaya ihvestasi dan biaya pengembangan'

2.2.3 APBN Kementerian
penerimaan Dana yang bersumber dari APBN Kementerian diakui sebagai

pendapatan ITS PTN Badan Hukum. Penerimaan dari Dana APBN Kementerian

metiputi : penetitian dan pengabdian pada masyarakat (PPM), beasiswa,

kegiatan kemahasiswaan, sarana prasarana, dan dana SBMPTN-SNMPTN'

2,3 Penerimaan Dana Non PNBP

semua penerimaan dana Non PNBP di ITS ditakukan secara online dengan

menggunakan mekanisme host to host, e-bilting dan virtual account. sumber

penerimaan dana Non PNBP yang diterima ITS berasal dari :

a. Pendidikan

'l . Penerimaan BiaYa Pendidikan

Penerimaan biaya pendidikan adalah semua bentuk pembayaran biaya

pendidikan mahasiswa di lT5. Biaya pendidikan ini diantaranya

pembayaran Uang Kutiah Tunggat (UKT), Sumbangan Pembinaan

Pendidikan (SPP), Sumbangan Pengembangan lnstitusi (SPl)' Kutiah

Penyegaran, lnformasi dan Pengenatan ITS (lPlTS) untuk mahasiswa

baru Program Pascasarjana, Biaya Petayaran dan IPITS (khusus

mahasiswa Program Double Degree Teknik Sistem Perkapalan)'

Pendaftaran Mahasiswa Baru (program diptoma, program kemitraan

dan mandiri, serta program pascasarjana), dan biaya wisuda untuk

mahasiswa non UKT atau non bidik misi'



b. Non Biaya Pendidikan

'l . Penerimaan dari masYarakat

. Hibah

. Wakaf

. Sumbangan lndividu dan Perusahaan

. Bentuk lain sesuai dengan peraturan peru ndang-undangan yang

berIaku

2. Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi;

. Kerjasama Pendidikan (Beasiswa)

. Kerjasama Penelitian

. Kerjasama pengabdian masyarakat

3. Pengetotaan Kekayaan PTN Badan Hukum

. Pemanfaatan Aset

o Pemanfaatan SDM

. Jasa Perbankan

4. Pengelotaan Dana Abadi

5. Usaha PTN Badan Hukum;

r Usaha Penunjang

. Usaha Komersial

Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah;

Pinj aman;

Pendapatan tainnya Yang sah'

untuk penatausahaan penerimaan dari kerjasama pendidikan, diharuskan

semua Faku ltas/ Departemen / U nit yang metakukan perikatan kerjasama

pendidikan untuk menyerahkan copy kontrak kerjasama Pendidikan dan sP2D

(surat perintah pencairan dana) ke Biro Keuangan.

Untuk mempermudah penerimaan dan ident'ifikasi penerima dana kerjasama

Pendidikan, Pimpinan Fakuttas/ Departemen / u nit diharuskan menggunakan

virtual occount di datam kontrak kerjasamanya.

6.

7.

8.



2.3.1 Penatausahaan Penerimaan Biaya Pendidikan

Pengetolaan penerimaan biaya pendidikan menggunakan mekanisme host to

host yang difasititasi dengan aptikasi sistem lnformasi Monitoring Pendapatan

rrs (stMoNDlrs).

2.3,1.1 Uang Kutiah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan

(SPP)

2.3.1 .1,1 Proses Biaya Pendidikan UKT dan SPP

Uang Kutiah Tunggat (UKT) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adatah

biaya pendidikan mahasiswa setama satu semester. Data tarif UKT dan SPP

diperoteh dari Direktorat Perencanaan dan Logistik (DitPAL) sedangkan data

mahasiswa aktif diperoleh dari Biro Administrasi Pembetajaran dan

Kesejahteraan Mahasiswa (BAPKM). Bendahara penerimaan melakukan proses

pengotahan data mahasiswa aktif beserta tarif kemudian unggah data ke

SIMONDITS agar mahasiswa dapat mengetahui tagihan UKT/SPP yang harus

dibayar ke bank persePsi lTS.



Gambar 2.1 Diagram Atir Pengotahan Tarif UKT/SPP

w



2.3.1.1.2 Penundaan UKT/SPP

Mahasiswa dapat mengajukan usutan penundaan pembayaran UKT/SPP dituar

jadwat yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. mengajukan surat permohonan usulan penundaan pembayaran UKT/SPP

kepada Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana

Prasarana ITS

2. jika disetujui, mahasiswa membuat surat pernyataan kesanggupan waktu

pembayaran



disetujui

Gambar 2.2 Diagaram Atir pengajukan usutan penundaan

PembaYaran UKT/SPP
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2.3.1,2 Sumbangan Pengembangan lnstitusi (SPl)

2.3.1.2.1 Proses Biaya Pendidikan SPI

Sumbangan Pengembangan lnstitusi (SPl) adatah sumbangan yang ditagihkan

kepada mahasiswa yang masuk melatui jatur s'l program kemitraan mandiri, D4

program tanjut jenjang, dan D3 ketompok 2 (D3 non UKT). Tarif SPI diperoteh

dari Direktorat Perencanaan dan Logistik (DitPAL) sedangkan data mahasiswa

baru diperoteh dari Biro Administrasi Pembetajaran dan Kesejahteraan

Mahasiswa (BAPKM). Bendahara penerimaan metakukan proses pengolahan data

mahasiswa baru beserta tarif SPI kemudian unggah data ke SIMONDITS agar

mahasiswa dapat mengetahui tagihan sPl yang harus dibayar ke bank persepsi

lT5.
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Gambar 2.3 Diagram Atir Pengotahan Tarif SPI
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2.3.1 .2.2 Penundaan SPI

Mahasiswa dapat mengajukan usutan penundaan pembayaran SPI dituar jadwat

yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikutl

1. mengajukan surat permohonan usulan penundaan pembayaran SPI

kepada Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana

Prasarana ITS

2. jika disetujui, mahasiswa membuat surat pernyataan kesanggupan waktu

pembayaran



Gambar 2.4 Diagram Atir pengajukan usutan

penundaan pembayaran SPI

ditotak



2.3.2 Penatausahaan Penerimaan Dana Non Biaya Pendidikan

Pengetotaan penerimaan dana non biaya pendidikan menggunakan virtual

Account dan kode bitting yang difasititasi dengan aptikasi Sistem lnformasi

Monitoring pendapatan ITS (SIMONDITS) yang di desain oteh Biro Keuangan

bekerjasama dengan Direktorat Pengembangan Teknotogi dan Sistem lnformasi.

Semua transaksi penerimaan harus metatui virtuol occount atau kode bitting.

pengunaan SIMONDITS ini membantu datam proses monitoring setiap transaksi

dana masuk pada rekening penerimaan yang metiputi penerimaan dari

masyarakat, kerjasama tridharma perguruan tinggi, pengetotaan kekayaan PTN

Badan Hukum, pengetotaan dana abadi, usaha PTN Badan Hukum, Anggaran

Pendapatan dan Betanja Daerah, pinjaman dan pendapatan lainnya yang sah'

proses penerimaan dengan menggunakanVirtual Account dan kode bitting akan

mempermudah pengidentifikasian dari mana sumber dana berasat, penerima

dana dan peruntukan dananya. Virtuat Account dan kode bitting digunakan

untuk kegiatan kerjasama, pengelotaan aset, dan kerjasama tainnya'

2.3.2.1. Penatausahaan Kode

Pengelolaan Aset dan

Virtual Account Bank BNI terdiri
Nomor unik identifikasi
ITS (2s77)

t8tll
t- 

{-'
Kode Rekening
Virtual Account

Virtuot Account Untuk Unit Kerjasama,

Kerjasama LainnYa.

dari 16 Digit Nomor

Rekening Penerimaan ITS terhubung
dgn rekening an. Rektor

L-----T-J
Identifikasi
Kerjasama

i-f-r', :'tl;.,i. o, ..10
I

'f L.
' . .:.,)::

'::,,,V,'....

': 
,.,,.,t,:, 

. t,'.' '
.X, 1t1,, ttL



Keterangan :

A Level ITS

B LeveI Rektorat

Cccc Nama Unit Kerja

X Ketompok Keriasama

9.10. 11 .12 Nomor ldentitas Rekanan

A LeveI

1 ITS

B Level

1 Rektorat

7 Lembaqa

3 Badan

4

5 Fakuttas

Kelompok Kerjasamax
1 Keriasama Perorangan

7 Keriasama Lembaga/ Badq! ulqlq
3 Keriasama Pemda

4 Keriasama Lembaga/Badan Usaha (BUMN)

Cccc Nama Unit

01 01 Rektor

01 02 Wakit Rektor Bid. Akademik & femanasiswaan (Wn D

01 03 Wakit Rektor Bid. Perencanaan Keuangan & Sarana & Prasarana (WR ll

01 04

nusia, Organisasi, Teknotogi & Sistem

lnformasi (WR lll)

01 05

n & Hub lnternasionat (WR

Sekretaris lnstitut01 06

01 08 Senat Akademik

0201 Biro Administrasi Pembetajar

0702 Biro Keuangan

0203 Biro Umum

0301 Direktorat Akademik

0302 Di rektorat Kemahasiswaan

0303 Di *kt...t P"*..*aan Anggar@
0304 Direktorat Pere

0305 Direktorat SDM & Organisasi

0306 Direktorat lnovasi, Kerjasama & Keatumnian

0307 Direktorat Hubungan I nternqq!e!q!

0308 Direktorat Pengembangan Teknotogi & Sistem lnformasi



Perpustakaan0401

0407 Pen'iaminan Mutu

0403 Audit lnternaI

0501 OoerasionaI lnstitut

01 01

--:-E-::

LPPM
Danaalnl r I lc:he

01 01 Daudll rsl lgsl Lol I l-rcrl I f gl l<9rvtq vJqr rs

01 02 Unit Komersiat

01 03 Unit Usaha Penunjang

0101 Dekanat Fakuttas ltmu Atam

01 02 Fisika

Kimia

Biotogi

Dekanat Fakultas Teknik lndustri

01 03

0104

0201

0707 T. Mesin

0203 T. Kimia

0204 I . l-rslKa

0205 T. lndustri

0206

0301

T. Materia[

Dekanat Fakuttas Teknik Etektro

0302 T Flolztr

0303

0304

0401 Dekanat Fakuttas Teknik Sipit, Lingkungan & Kebumian

040?. T. Sipit
T linalzrrnoan0403
TC ti t^(0404

T. Geofisika
Dokanat Fakr rltas Arsitektur Desain & Perencanaan

0405

0501

Arsitektur
Perencanaan WitaYah Kota

0s02

0s03

0504 Desain Produk

050s Desain lnterior
DoLanar Fakr rlfaq Teknolosi Kelautan0601

T. Perkapatan0602

0603 T (icf DarV l:n

T. Ketautan0604

0605 Transportasi Laut

0701 Dekanat Fakuttas Mate

0702 Matematika
0703 Statistika
0704 Aktuaria

Dekanat Fakultas Teknotogi lnformasi Dan Komunikd0801

0802 lnformatika

T. Komputer

T. Biomedik



0803 Sistem lnformasi

0804 T. lnformasi

0901 Dekanat Fakuttas Bisnis Dan Manajemen Teknotogi

0902 Manajemen Bisnis

0903 Manaiemen Teknotogi

0904 Studi Pembanqunan

1 001 Dekanat Fakuttas Vokasi

1 002 T. lnfrastruktur Sipit

1 003 T. Mesin lndustri

1 004 T. Etektro Otomasi

1 005 T. Kimia lndustri

1 006 T. Instrumentasi

1007 Statistika Bisnis



Y
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Gambar 2.5.Diagram Alir Permintaan Virtual Account
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2.3,2.2. Penatausahaan Kode Bitting Untuk Penerimaan Unit Usaha

Penunjang

penerimaan unit usaha penunjang ditakukan metatui penggunaan kode bitting

(host to host corporate payabte f or bitl payment). Kode bitting sebanyak 15

digit dapat diperoteh petanggan dari aptikasi di tiap'tiap unit usaha penunjang.

pembayaran menggunakan kode bitting dapat ditakukan metatui bank persepsi

ITS yaitu BNl, BRl, BTN, Bank Mandiri dan Bank Jatim. Pembayaran dengan

menggunakan kode bitting dari tiap unit usaha penunjang ini diharapkan dapat

mempermudah monitoring penerimaan unit usaha penunjang secara real time

dan meminimatisasi penggunaan langsung dari unit usaha penunjang'

Tahun
dan Bulan
Penerbitan

-)

T
Kode Nomor yang dihasilkan oleh sistem
Unit

Y Y M. 'tM.,,,,, x X. X,,, ,,,,.<+,,,,,:rr,l 7 8

Tabel 2.1 Kode Unit Usaha Penunjang

No Nama Unit Usaha Penunjang Kode Unit

1 Grha 101

2 UPT Asrama 102

3 Wisma 103

4 UPT Medical Center 104

5 UPT Fasititas otahraga 105

6 UPT Fasititas Umum 106

7 Kantin 107

8 SAC 121

9 UPT Pusat Bahasa dan Kebudayaan 127

10 SKI 123

11 UPT Percetakan 124

12 Kantin Teknik Fisika 131



2.3.2,3. Penatausahaan Kode Virtuol Account Untuk Penerimaan

Laboratorium

Virtual Account Bank BNI terdiri dari 16 Digit Nomor

Nomor unik identifikasi
rTS (3428)

lt18lll
I

[,f;Tq
. ----- ,{-***.J

Koie Rekening
Virtual Account

Rekening Penerimaan ITS terhubung
dgn rek an. Rektor

L__-____l--J

Identifikasi
Kerjasama

Keteranqan :

A Levet ITS

B Level Rektorat

Cccc Nama Unit Keria

x Ketompok Keriasama

9.10, 11 ,12 Nomor ldentitas Rekanan

A Level

1 ITS

B Level

1 Rektorat

?_ Lembaqa

3 Badan

4

5 Fakuttas

X Kelompok Kerjasama

1 Keriasama Perorangan

Z Keriasama Lembaga/ Badan Usaha

3 Keriasama Pemda

4 Keriasama Lembaga/Badan Usaha (BUMN)

c"l'.' ,,.L.1
''::t'' ,' 9, 10 ,j.1 

'l ,:,:,12



Cccc Nama Unit

0100 Operasional Kantor LPPM dan Pengetotaan Peneliqqn

0112 Laboratorium Teknotogi lnformasi, Komunikasi dan Robotika

01 13 Laboratorium Enerei dan Lingkungan

01 19 Peneembanean LPPM

01 02 Fisika

01 03 Kimia

01 04 Biotoqi

0207 T. Mesin

0203 T. Kimia

0204 T. Fisika

0205 T. lndustri

0206 T. Materia[

0302 T. Etektro

0303 T. Komputer

0304 T. Biomedik

0407 T. Sipit

0403 T. Linekunqan

0404 T. Geomatika

0405 T. Geofisika

0502 Arsitektur

0503 Perencanaan Witayah Kota

0504 Desain Produk

0505 Desain lnterior

0607 T. Perkapatan

0603 T. Sistem Perkapatan

0604 T. Ketautan

0605 Transportasi Laut

0702 Matematika

0703 Statistika

0704 Aktuaria

0802 lnformatika



0803 Sistem lnformasi

0804 T. lnformasi

0902 Manaiemen Bisnis

0903 Manaiemen Teknotoei

0904 Studi Pembangunan

1 002 T. lnfrastruktur SipiI

1 003 T. Mesin lndustri

1 004 T. Etektro Otomasi

1 005 T. Kimia lndustri

1 006 T. lnstrumentasi

1007 Statistika Bisnis

Virtual Account Bank Mandiri terdiri dari 16 Digit Nomor

Nomor unik identifikasi
rTS (8677)

Kode Rekening
Virtual Account

Kode keterangan lainnya untuk Bank BNI dan Bank Mandiri sama

A Level ITS

B LeveI Rektorat

Cccc Nama Unit Kerja

X Kelompok Keriasama

9.10. 11 .12 Nomor ldentitas Rekanan

E ['I'E
Identifikasi
Kerjasama

I

-_l-



Berdasarkan surat edaran Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan

sarana prasarana No. 93949/lT2.ll/TU.00.08/2018 semua penerimaan dari

taboratorium masuk ke datam rekening Rektor metatui skema virfuol account

atau kerjasama BPPU.

2.3.2.4, Prosedur permintaan Faktur pajak untuk penerimaan Kerjasama,

Pemanfaatan Aset dan Laboratorium

Prosedurnya adatah :

1. Proyektan / unit / Laboratorium mengajukan permohonan pembuatan

invoice dengan melampirkan ringkasan kontrak perjanjian (khusus

kerjasama) ke BPPU

2. BPPU memvatidasi data dan membuat lnvoice dan disampaikan ke

Biro Keuangan metatui kasubbag APBN

3. Kasubbag APBN memvatidasi surat dan mendisposisikan ke BPP Pajak

untuk dibuatkan Faktur

4. BPP pajak menerbitkan Faktur pajak kemudian dikirim metatui emaiI

ke BPPU

5. Permintaan Faktur Pajak untuk butan berjatan pating lambat tanggal

25, jika mel,ewati tanggat 25 akan dibuatkan faktur pajak pada butan

berikutnYa

6. Pada tanggat 25 butan t BPP Pajak konfirmasi ke BPPU terkait Faktur

Pajak yang tetah diterbitkan pada butan t-1 untuk dibayarkan

7. BPPU memvalidasi Data Faktur Pajak yang valid dan disampaikan ke

BPP pajak

8. BPP pajak metakukan proses pembayaran metatui MPN G2 BNI Direct

dan metatukan petaporan SPT butan t-1 pating lambat akhir bulan t'



Gambar 2.6. Diagram Atir Permintaan Faktur pajak untuk

penerimaan Kerjasama, Pemanfaatan Aset dan Laboratorium



2.4. Penatausahaan Fungsi Rekening

2.4.1. Rekening Penerimaan

Tabel 2.2 Rekening Penerimaan

OPERASIONAL ITS

PTN BADAN
HUKUM MHS

BARU

OPERASIONAL ITS

PTN BADAN
HUKUM PENDD.
PROF

OPEMSIONAL ITS

PTN BADAN
HUKUM DIPA
KEMENTERIAN

OPEMSIONAL ITS

PTN BADAN
HUKUM
PENAMPUNG
SEMENTARA

OPERASIONAL ITS

PTN BADAN
HUKUM BIAYA
PENDIDIKAN

ENDOWMENT
FUND ITS

0049842555

0049842577

0049842588

0117993428

01 5488248s

4984201801

BTN

1 OPEMSIONAL ITS

PTN BADAN
HUKUM BIAYA
PENDIDIKAN
PENGELOLAAN
KAS ITS PTN
BADAN HUKUM

00002.01.30.000648.3

00002-01-40-01 1707-9

Pendaftaran ontine (HzH)
Bank BNI

Kerjasama pendidikan,
pinjaman, LPPM (Hibah
penelitian), Kerjasama
PPM (BPPU), Vokasiona[,
TPA, Sponsor, Kerjasama
tainnya dan Laboratorium
Dana dari Kementerian
(SNMPTN/SBMPTN)

Pengembatian TAYL,
Pembayaran Wisuda
online (H2H), Unit Usaha
Penunjang (UUP)

Biaya pendidikan on[ine
(HzH) Bank BNl,
Mahasiswa baYar manual

Dana Abadi

Biaya pendidikan online
(HZH) Bank BTN

Deposito



3 OPEMSIONAL ITS
PTN BADAN
HUKUM
PENAMPUNG
SEMENTARA

BR!

1 OPEMSIONAL ITS

PTN BADAN
HUKUM BIAYA
PENDIDIKAN

2 PENGELOLAAN
I(AS ITS PTN
BADAN HUKUM

3 OPERASIONAL ITS

PTN BADAN
HUKUM
PENAMPUNG
SEMENTARA

Bank Jatim
1 OPERASIONAL ITS

PTN BADAN
HUKUM
KERJASAMA

2 OPEMSIONAL ITS

PTN BADAN
HUKUM BIAYA
PENDIDIKAN

3 ITS PTN BDN
HKMUTK OPR
REKTOR

Bank Mandiri
1 OPERASIONAL ITS

PTN BADAN
HUKUM BIAYA
PENDIDIKAN

2 OPEMSIONAL ITS

PTN BADAN
HUKUM
PENAMPUNG
SEMENTARA

003 38-01-30-000037-9

0211.01.000562.30.2

0211.01.003750.40.9

211-01-001412-30-6

001 1 1 59621

1 951000201

0321023797

14't .00.0100054-6

140.00.0010054.6

Penerimaan diluar biaya
pendidikan

Biaya pendidikan online
(HzH) Bank BRI

Deposito

Penerimaan diluar biaya
pendidikan

Kerjasama penelitian &
PPM Pemda (Bank Jatim
Basra)

Biaya pendidikan ontine
(HzH) Bank Jatim

Kerjasama penelitian &
PPM Pemda (Bank Jatim
Soetomo)

Biaya pendidikan online
(HzH) Bank Mandiri

Penerimaan diluar biaya
Pendidikan



2,5. Laporan Rekonsiliasi Bank dan Piutang dengan Bagian Akuntansi

Bendahara Penerimaan metakukan rekonsitiasi terkait saldo rekening Rektor

dan piutang setiap bulan pada tanggat 10 bulan berikutnya. Laporan rekonsiliasi

bendahara penerimaan berupa berita acara rekonsitiasi yang ditandatangani

oleh bendahara penerimaan dengan penyusun laporan keuangan pada bagian

akuntansi.



Gambar 2.7 Diagram Atir Rekonsitiasi Rekening Rektor dan Piutang
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LAMPIMN 3

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLMN KEUANGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

3. MEKANISME DAN TATA CARA PEMBAYARAN

3.1 Mekanisme dan Tata Cara Pembayaran

Mekanisme dan tata cara pembayaran kegiatan dengan memperhatikan

anggaran yang bersumber dari APBN atau Non PNBP. Betanja pegawai

bersumber dari APBN pembayarannya metalui pengajuan LS ke KPPN, sedangkan

APBN Kementerian pembayarannya melatui LS atau uang muka kegiatan (UMK)

dengan mekanisme Cosh lAanojemen System. Pembayaran yang bersumber dari

Non PNBP metatui mekanisme Cash lvlanoiemen System untuk uang muka

keg'iatan (UMK) atau 15.

3.2 Dana bersumber dari APBN

3.2.1 Dana Belanja Pegawai

Pendanaan APBN berupa Betanja Pegawai untuk PNS. Mekanisme Pembayaran

dana yang ditakukan adatah melatui pengajuan LS kepada KPPN Surabaya l.

Betanja pegawai dibayarkan metatui mekanisme SPM LS:

3.2.1 .1 SPM-LS Gaji lnduk/ Gaji Susulan/ Kekurangan Gaji/ Gaji Terusan

Persyaratan untuk proses Pembayaran SPM'LS ini atas gaji harus ditengkapi

dengan:

a. Daftar gaji induk/gaji susu [an / kekurangan gaji/gaji terusan yang

ditandatangani PPK, Bendahara Pengetuaran dan PPABP;

b. SK CPNS, 5K PNS, SK Kenaikan pangkat, SK pengangkatan datam

jabatan, Kenaikan Gaji Berkata (KGB),5K Pensiun;

c. Surat pernyataan pelantikan, surat pernyataan masih menduduki

jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);



d. Kartu Permohonan Penambahan Penghasitan PNS (KP4), fotocopy

surat nikah, akte ketahiran, akte kematian, surat keterangan masih

sekolah, kartu ketuarga;

e. Surat Setoran Pajak (E-BltLlNG) PPh pasat 21;

f. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);

g. Arsip Data Komputer (ADK) Aptikasi Gaji PNS Pusat (GPP);

h. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS Pembayaran Gaji; dan

i. Surat Perintah Membayar (SPM) LS Gaji.

3.2,1 .Z SPM-LS Lembur/ Uang Makan/ Tunjangan

Persyaratan untuk proses Pembayaran SPM'LS atas lembur/ uang makan/

tunjangan pegawai harus ditengkapi dengan :

a. Untuk tembur ditengkapi dengan beberapa persyaratan, sebagai

berikut :

(1) daftar hadir pegawai (absen menggunakan finger print);

(2) entry data lembur pada SIM lntegra di validasi oteh Pimpinan Unit

Kerja dan diverifikasi oteh Direktorat Perencanaan Anggaran dan

Logistik (DitPAL);

(3) jumtah jam tembur perbulan batasan maksimal adatah 40 jam;

(4) Besar uang tembur pada hari libur kerja sebesar 200% dari besar

uang lembur hari kerja

(5) daftar perhitungan penerimaan lembur yang ditandatangani PPK

dan Bendahara Pengeluaran serta PPABP;

(6) Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) dan Surat setoran pajak (SSP)

PPh pasat 21 . Dasar nitai pembayaran lembur mengacu pada PMK

No.32lPMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun

Anggaran 2019.

b. Uang makan ditengkapi dengan daftar hadir pegawai(/inger print),

daftar perhitungan dan penerimaan uang makan yang ditandatangani

PPK dan Bendahara, Surat setoran pajak (SSP) PPh pasal 21; dan

c. Pembayaran tunjangan pegawai antara lain : tunjangan sertifikasi

dosen, tunjangan kehormatan guru besar, dan tunjangan lainnya



diLengkapi dengan Surat Keputusan Rektor tentang pemberian

tunjangan, daftar pembayaran tunjangan yang ditandatangani PPK,

PPABP dan Bendahara Pengetuaran serta Surat setoran pajak (SSP)

PPh pasat 21.

3.2.2 Dana Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTN Badan Hukum)

Dana BPPTN Badan Hukum adatah dana yang terdapat datam APBN Kementerian

Riset, Teknotogi dan Pendidikan Tinggi. Dana BPPTN Badan Hukum setetah

masuk ke datam rekening penerimaan ITS menjadi Non PNBP. Mekanisme yang

bertaku metatui sistem blockgront (hibah). sistem block grant (h'ibah) ini

ditakukan metatui mekanisme pengajuan atas dana kegiatan secara berkata

kepada Kementerian dengan memberikan rincian penggunaan dana. Pengajuan

dana dengan metamPirkan:

a. Target kinerja;

b. Kebutuhan biaya penyetenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di

tuar gaji dan tunjangan pegawai negeri sipiI pada PTN Badan

Hukum;

c. Perhitungan satuan biaya operasional pada PerguruanTinggi dan

rencana penerimaan PTN Badan Hukum'

3.2,2.1 Pembayaran Uang Muka Kegiatan (UMK) Operasional dan Kegiatan

BPPTN Badan Hukum

Pengajuan usutan uang muka kegiatan (UMK) pada butan t+1 (butan depan)'

dengan tahaPan sebagai berikut :

a. Pengajuan UMK kepada Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan

dan Sarana Prasarana pada minggu ketiga bulan t (butan sekarang)

dengan syarat :

1. Unit Kerja tetah meng entry SPJ butan t ke datam SIM

lntegra (SPJ integra);

2. Unit Kerja tetah mempertanggungjawabkan dan

mengirimkan SPJ fisik butan t-'l (bulan sebetumnya) ke Biro

Keuangan maksimal tanggat 7 butan t untuk diverifikasi;



c.

Biro Keuangan menyerahkan SPJ butan t-1 yang telah diverifikasi ke

Kantor Audit lnternal pada tanggal 15 butan t;

UMK butan t yang tidak digunakan harus dikembatikan setiap akhir

butan U

Pada awal butan t+1, Biro Keuangan dan Kantor Audit lnternat

metakukan verifikasi dan persetujuan pengajuan usulan UMK butan

t+'l;

Apabita persyaratan tidak dipenuhi sebagaimana pada huruf a, maka

pembayaran UMK pada bulan t+1 ditunda.

e.



Gambar 3.1. Diagram Atir Pengajuan usutan uang muka kegiatan

(UMK) Dana BPPTN Badan Hukum
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prosedur Pembayaran dana BPPTN Badan Hukum ditakukan melatui mekanisme

berikut:

a. Unit mengajukan UMK melatui SIM RBA pada menu pengajuan UMK

dan pengajuan UMK mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Unit;

b. Bendahara Pengetuaran mengesahkan UMK

c. Bendahara Pengetuaran metakukan otorisasi pembayaran dana unit

metalui Cash fulonagement System yang selanjutnya akan diotorisasi

tebih tanjut oteh pejabat terkait;

d. Wakit Rektor ll metakukan releose terkait pengajuan dana metatui

Cosh lAanagement System langsung kepada unit



Gambar 3.2 : Diagram atir pembayaran UMK operasional dan kegiatan BPPTN

Badan Hukum



3.2.2.2 Pembayaran LS Kegiatan BPPTN Badan Hukum

3.2,2.2. 1 Pekerjaan Kontraktual

a. Pengadaan barang/jasa dengan nitai diatas Rp50.000.000,-

sampai dengan Rp200.000.000,- dilaksanakan oteh unit masing-

masing;

b. Pengadaan barang/jasa dengan nominal di atas

Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus ditaksanakan

oteh ULP;

c. Pembayaran Pengadaan barang/jasa dengan nominat diatas Rp

50.000.000,00 (l.ima putuh juta rupiah) harus ditakukan metalui

mekanisme LS;

d. PPK mengajukan permohonan pembayaran kepada WakiI Rektor

ll dengan ditengkaPi:

. Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima

termasuk daftar barang/jasa dan spesifikasinya;

. Berita Acara Pembayaran;

. Kuitansi, E'Faktur Pajak dan E-BILLING;

. Dokumen Kontrak

e. Wakil. Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasaranaan dan Kepata Biro Keuangan menginstru ksikan

Bendahara Pengetuaran untuk memproses pembayaran kepada

pihak ketiga sesuai dengan hasiI pengujian tagihan dan

dokumen kontrak;

f. Unit/ Bendahara Pengetuaran metakukan pengajuan LS melatui

SIM RBA;

g. Bendahara Pengetuaran mengesahkan pengajuan LS tersebut

dan memproses Pembayaran dana metalui Cosh Manogement

System untuk diotorisasi pejabat terkait;

h. Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana metakukan metakukan releose terkait pengajuan

dana melatui Cash Management System langsung kepada pihak

ketiga (Rekanan).



LS kegiatan BPPTN Badan HukumGambar 3.3 Diagram atir pembayaran

pekerjaan kontraktuaI

l

1

Y



3.2.3 Dana APBN Kementerian

Dana APBN Kementerian adatah penerimaan ITS dari APBN Kementerian.

3.2.3.1 Pembayaran Uang Muka Kegiatan (UMK) Operasional dan Kegiatan

Dana APBN Kementerian

Pengajuan usulan uang muka kegiatan (UMK) pada butan t+1 (bulan depan),

dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pengajuan UMK kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan

dan Sarana Prasarana pada minggu ketiga bulan t (butan sekarang)

dengan syarat :

1. Unit Kerja te[ah meng entry SPJ butan t ke dalam SIM lntegra

(SPJ integra);

2. Unit Kerja tetah mempertanggungjawabkan dan mengirimkan

SPJ fisik butan t-'l (butan sebetumnya) ke Biro Keuangan

maksimal tanggat 7 bulan t untuk diverifikasi;

b. Biro Keuangan menyerahkan SPJ butan t-1 yang tetah diverifikasi ke

Kantor Audit lnternat pada tanggal ',l5 butan t;

c. UMK butan t yang tidak digunakan harus dikembalikan setiap akhir

bulan U

d. Pada awat butan t+'l , Biro Keuangan dan Kantor Audit lnternal

metakukan verifikasi dan persetujuan pengajuan usulan UMK butan

t+1 ;

e. Apabita persyaratan tidak dipenuhi sebagaimana pada huruf a, maka

pembayaran UMK pada bulan t+1 ditunda.



Gambar 3.4. : Diagram Atir Pengajuan usutan uang muka kegiatan

(UMK) Dana APBN Kementerian



Prosedur

berikut:

a.

b.

Pembayaran dana APBN Kementerian ditakukan metatui mekanisme

Unit mengusutkan pagu RBA sesuai nitai SP2D yang sudah masuk di

rekening Rektor ITS;

Permohonan UMK harus ditakukan metatui SIM RBA pada menu

pengajuan UMK;

Pengajuan UMK mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Unit'

Bendahara Pengetuaran metakukan pengesahan UMK

Bendahara pengeluaran melakukan otorisasi pembayaran dana unit

metatui Cash Monagement System yang setanjutnya akan diotorisasi

tebih tanjut oteh pejabat terkait;

Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana

metakukan melakukan releose terkait pengajuan dana melalui Cosh

Management System langsung kepada unit.

c.

d.

E.

t.



Gambar 3.5 Diagram atir pembayaran UMK operasional dan kegiatan dana APBN

Kementerian
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3,2.3.2 Pembayaran LS Kegiatan Dana APBN Kementerian

3.2.3.2.1 Pekerjaan Kontraktual

a. Pembayaran dengan nominat diatas Rp 50.000.000,- (tima putuh

juta rupiah) harus ditakukan dengan metaLui mekanisme L5;

b. PPK mengajukan permohonan pembayaran kepada WakiI Rektor

ll dengan ditengkapi:

. Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima

termasuk daftar barang/ jasa dan spesifikasinya;

. Berita Acara Pembayaran;

. Kuitansi, E-Faktur Pajak dan E-BILLING;

. Dokumen Kontrak

c. Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana metakukan dan Kepala Biro Keuangan

menginstruksikan Bendahara Pengetuaran untuk memproses

pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan hasil pengujian

tagihan dan dokumen kontrak;

d. Unit/Bendahara Pengeluaran melakukan pengajuan LS metalui

SIM RBA;

e. Bendahara Pengetuaran mengesahkan pengajuan LS tersebut

dan pembayaran dana metatui Cash Manogement Systern untuk

diotorisasi pejabat terkait;

f. Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana melakukan metakukan releose terkait pengajuan

dana metalui Cash Management System langsung kepada pihak

ketiga (Rekanan ).



Gambar 3.6 Diagram atir pembayaran

pekerjaan kontraktuaI

LS kegiatan dana APBN Kementerian :

I

I

I



3. 2.3. 2. 2 PembaYaran Beasiswa

a. Unit mengusutkan pagu RBA sesuai nitai SP2D yang sudah masuk

di rekening Rektor lT5;

b. Unit pengetota mengirim surat permohonan Pembayaran

beasiswa kepada Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan

dan Sarana Prasarana dengan metampirkan

' Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemberian Beasiswa;

' SK PenetaPan Beasiswa;

' Berita Acara Pembayaran yang diLampiri Kuitansi/ Daftar

Penerimaan PembaYaran Beasiswa;

c. Unit pengetota mengajukan permintaan dana LS menggunakan

SIM RBA;

d. Bendahara penge[uaran mengajukan proses pembayaran

beasiswa menggunakan Cash Manogement System untuk

diotorisasi Pejabat terkaiU

e. Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana metakukan metakukan release terkait pengajuan

dana metatui Cash Management System langsung kepada

Penerima beasiswa.



Gambar 3.7 Diagram atir pembayaran Beasiswa
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3.2.3.2.3Pembayaran Dana Penelitian

a. Unit mengusutkan pagu RBA sesuai nitai SP2D yang sudah masuk

di rekening Rektor ITS;

Unit pengetota mengirim surat permohonan Pembayaran dana

penetitian kepada Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan

dan Sarana Prasarana dengan metampirkan

. Surat Perjanjian Petaksanaan Penetitian;

. SK Penetapan Pemberian Dana Penetitian;

. Berita Acara Serah Terima Laporan Kegiatan dan Keuangan

Penelitian;

. Berita Acara Pembayaran yang ditampiri Kuitansi/ Daftar

Penerimaan Pembayaran Dana Penetitian;

Pengajuan dana LS menggunakan SIM RBA;

Bendahara pengetuaran/BPP Pusat mengajukan proses

Pembayaran dana menggunakan Cash lAonogement System

untuk diotorisasi pejabat terkait;

Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana metakukan metakukan release terkait pengajuan

dana metatui Cash Monagement System tangsung kepada

penetiti.

b.

c.

d.



Gambar 3.8 Diagram atir pembayaran dana penetitian



3.3 Dana Non PNBP

Mekanisme Pembayaran dana non PNBP diproses melatui Cosh lvlanagement

System. Sebetum metakukan pengajuan UMK, unit menyusun RBA melatui SIM

RBA. Setiap pengajuan, unit harus mendapatkan otorisasi datam SIM RBA.

3.3.1 Pembayaran Uang Muka Kegiatan (UMK) Operasional dan Kegiatan

Pengajuan usutan uang muka kegiatan (UMK)pada butan t+l (butan depan),

dengan tahapan sebagai berikut:

Pengajuan usutan uang muka kegiatan (UMK) pada bulan t+1 (bulan depan),

dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pengajuan UMK pada minggu ketiga butan t (butan sekarang) dengan

syarat;

1. Unit Kerja tetah meng entry SPJ butan t ke datam 5lM lntegra (SPJ

integra)

2. Unit Kerja tetah mempertanggungjawabkan dan mengirimkan SPJ

fisik butan t'1 (butan sebetumnya) maksimal tanggal 7 butan t

untuk diverifikasi ke Kantor Audit lnternau

b. UMK butan t yang tidak digunakan harus dikembatikan setiap akhir

butan U

c. Pada awat butan t+1, Biro Keuangan dan Kantor Audit lnternal

melakukan verifikasi dan persetujuan pengajuan usulan UMK buLan

t+1;

d. Apabita persyaratan tidak dipenuhi sebagaimana pada huruf b dan c,

maka pembayaran UMK pada bulan t+'l ditunda.



Gambar 3.9. Diagram Atir Pengajuan usutan uang muka kegiatan

(UMK) Dana Non PNBP

,disetujui
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Prosedur Pembayaran UMK kegiatan dana non PNBP secara umum dilakukan

metatui mekanisme berikut:

a. Permohonan UMK harus ditakukan metatui SIM RBA pada menu

Pengajuan UMK;

b. Pengajuan UMK mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Unit,

c. BPP Pusat metakukan otorisasi pembayaran dana unit metalui Cosh

Monagement System yang setanjutnya akan diotorisasi lebih lanjut

oleh Pejabat terkait;

d. Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana

metakukan releose terkait pengajuan dana metalui Cash

Management System langsung kepada unit



Gambar 3.10 Diagram atir pembayaran UMK kegiatan dana Non PNBP
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3.3.2 Pembayaran LS

3.3,2.1 Pekerjaan Kontraktual

a. Pengadaan barang/jasa dengan nitai diatas Rp 50.000.000,00

sampai dengan Rp 200.000.000,- di[aksanakan oleh unit masing-

maslng;

b. Pengadaan barang/jasa dengan nominaI di atas Rp 200.000.000,-

harus dilaksanakan oteh ULP;

c. Semua pengadaan barang/jasa dengan nominal diatas Rp

50.000.000,- harus ditakukan dengan melatui mekanisme LS;

d. PPK mengajukan permohonan pembayaran kepada Wakit Rektor

ll dengan dilengkapi:

. BAP dan BAST termasuk daftar barang/jasa dan

spesifikasinya;

. BAPP;

. Kuitansi, E-Faktur Pajak dan E-BIILING; dan

. Dokumen Kontrak

e. Wakit Rektor ll dan Kepata Biro Keuangan menginstru ksikan BPP

Pusat untuk memproses pembayaran kepada pihak ketiga sesuai

dengan hasit pengujian tagihan dan dokumen kontrak;

f. Unit/ BPP Pusat metakukan pengajuan LS melatui SIM RBA;

g. BPP Pusat mengajukan proses pembayaran dana melalui Cosh

lAanagement System untuk diotorisasi pejabat terkaiU

h. Wakit Rektor ll metakukan release terkait pengajuan dana

metatui Cash Monagement System langsung kepada pihak ketiga

(penyedia barang/ jasa).



Gambar 3.11 Diagram atir pembayaran LS kegiatan dana Non PNBP: pekerjaan

kontraktuaI



3.3.2.2 Pembayaran TPB dan IKITS

a. Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan menerima pengajuan TPB

dan IKITS yang sudah divatidasi oteh Dit-PAL;

b. Pengajuan TPB dan IKITS metatui LS menggunakan SlM RBA;

c. BPP Pusat mengajukan proses pembayaran menggunakan Cosh

Monagement System untuk diotorisasi pejabat terkait;

d. Wakit Rektor ll metakukan releose terkait pengajuan dana melalui

Cash Management System langsung kepada penerima'



Gambar 3.12 Diagram atir pembayaran TPB dan IKITS
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3.3.2.3 Pembayaran Uang Lembur

a. Unit memasukkan daftar tembur metatui SIM lntegra dan membuat

rekap tembur beserta persyaratannya dan diserahkan ke Dit-PAL

ditembuskan ke Biro Keuangan;

Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan menerima pengajuan uang

lembur yang sudah divalidasi oteh Dit-PAL;

Pengaj uan uang lembur metalui LS menggunakan SIM RBA;

BPP Pusat mengajukan proses pembayaran uang lembur

menggunakan Cosh llanagement System untuk diotorisasi pejabat

terkait;

Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana metakukan melakukan releose terkait pengajuan uang

tembur metatui Cosh Monagement System tangsung kepada

rekening masing-masing penerima.

b.

c.

d.



Gambar 3.13 Diagram atir pembayaran uang lembur



3.3.2.4

Prosedur

a.

b.

c.

Pembayaran Dana Kerjasama

Pembayaran dana kerjasama adatah sebagai berikut:

Unit pengetota menyusun RBA;

Unit pengetota kerjasama melakukan pengajuan UMK menggunakan

SIM RBA;

Unit pengetota mengirim surat permohonan pembayaran dana

kepada Wakit Rektor ll dengan melampirkan

. Tabet perhitungan dari BPPU;

. e-Faktur dan bukti bayar pajak (apabita sudah terbayar);

. Bukti pembayaran yang sudah ditransfer ke rekening Rektor;

. Foto kopi buku rekening tabungan proyektan.

Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana

metakukan dan Kepata Biro Keuangan menginstru ksikan BPP Pusat

untuk memproses pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan

hasiI pengujian tagihan dan dokumen persyaratan;

BPP Pusat metakukan pengajuan pembayaran dana metalui Cosh

lAanogement System untuk diotorisasi pejabat terkait;

Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana

melakukan melakukan release terkait pengajuan dana melatui Cosh

Monagement System tangsung kepada petaksana kerjasama.

d.

f.
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3.3.2.5 Pembayaran Beasiswa

a.

b.

Unit pengetola menYusun RBA;

Unit pengetota mengirim surat permohonan pembayaran dana

kepada Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana metakukan dengan metampirkan

. Surat Perjanjian Petaksanaan Pemberian Beasiswa;

. SK Penetapan Beasiswa;

. Berita Acara Pembayaran yang ditampiri Kuitansi/ Daftar

Penerimaan PembaYaran Beasiswa;

Unit pengetota mengajukan permintaan beasiswa LS metatui SIM

RBA;

Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana dan Kepata Biro Keuangan menginstru ks'ikan BPP Pusat

untuk memproses pembayaran kepada pihak ketiga sesuai

dengan hasit pengujian tagihan dan dokumen persyaratan;

BPP Pusat mengajukan proses Pembayaran menggunakan Cosh

lvlanagement System untuk disetujui pejabat terkait;

Wakil. Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana melakukan releose terkait pengajuan dana metalui

Cosh Monagement System tangsung kepada penerima beasiswa'

c.

f.

d.

e,



Gambar 3.15 Diagram atir pembayaran Beasiswa
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3.3.2.6 Pembayaran Dana Penelitian

a. Unit pengelola menyusun RBA;

b. Unit pengetola mengirim surat permohonan Pembayaran dana

kepada Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana dengan metampirkan :

. Surat Perjanjian Petaksanaan Penetitian;

. SK Penetapan pemberian dana penetitian;

. Berita Acara Serah Terima Laporan Kegiatan dan Keuangan

Penetitian;

. Berita Acara Pembayaran yang ditampiri Kuitansi/ Daftar

Penerimaan Pembayaran Dana Penelitian;

c. Unit mengajukan UMK LS metatui SlM RBA;

d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana dan Kepata Biro Keuangan menginstruksikan BPP Pusat

untuk memproses pembayaran kepada pihak ket'iga sesuai

dengan hasiI pengujian tagihan dan dokumen persyaratan

e. BPP Pusat mengajukan proses Pembayaran dana menggunakan

Cosh lvlanagement System untuk diotorisasi pejabat terkait;

f. Wakit Rektor ll metakukan releose terkait pengajuan dana

metatui Cash Management System langsung kepada penetiti.

@



Gambar 3.16 Diagram atir pembayaran dana penetitian
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3.3.2.7 Penarikan Biaya Pendidikan

i) Penarikan biaya Pendidikan mahasiswa penerima beasiswa

a. Unit pengetota (Biro Administrasi Pembelajaran dan

Kesejahteraan Mahasiswa) mengkoordinasi pengajuan

penarikan biaya pendidikan dari tiaP mahasiswa;

b. Unit pengetota metakukan monitoring historis pembayaran

biaya pendidikan me[atui SIMONDITS atas pengajuan

penarikan biaya pendidikan mahasiswa;

c. Unit pengetota mengajukan permohonan penarikan biaya

pendidikan kepada Wakit Rektor Bidang Perencanaan,

Keuangan dan Sarana Prasarana;

d. Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana dan Kepata Biro Keuangan menginstru ksikan BPP

Pusat untuk memproses pembayaran kepada mahasiswa

sesuai dengan hasit pengujian tagihan dan dokumen

persyaratan;

e. BPP pusat berkoordinasi dengan Direktorat Perencanaan

Anggaran dan Logistik untuk menyusun RBA dan pengajuan

UMK atas penarikan biaya pendidikan mahasiswa;

f. BPP Pusat mengajukan proses Pembayaran dana

menggunakan Cash Manogement System untuk diotorisasi

pejabat terkait;

g. Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana melakukan release terkait pengajuan dana melalui

Cosh l{anogement System tangsung kepada mahasiswa'



Gambar 3.17 Diagram atir Penarikan biaya Pendidikan mahasiswa penerima

beasiswa
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ii) Penarikan biaya Pendidikan mahasiswa non beasiswa (gagaI

yudisium/wisuda/cuti/DO/MD/doub[e bayar/ tebih bayar/

pendaftaran)

a. Mahasiswa mengajukan permohonan penarikan biaya

pendidikan ke Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan

dan Sarana Prasarana yang ditampiri dengan:

o SK Rektor (gagal yudisium/wisuda /DO/MD);

o Surat Keterangan cuti dan bukti bayar

b. Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana dan Kepata Biro Keuangan menginstruksikan BPP

Pusat untuk memproses pembayaran kepada mahasiwa

sesuai dengan hasiL pengujian tagihan dan dokumen

persyaratan;

c. BPP pusat berkoordinasi dengan Direktorat Perencanaan

Anggaran dan Logistik untuk menyusun RBA dan UMK atas

pengajuan penarikan biaya pendidikan mahasiswa;

d. BPP Pusat mengajukan proses pembayaran dana

menggunakan Cash tAanogement System untuk diotorisasi

pejabat terkait;

e. Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana metakukan release terkait pengajuan penarikan

biaya pendidikan non beasiswa melalui Cash lianagement

System langsung kepada mahasiswa.



Gambar 3.18 Diagram atir Penarikan biaya Pendidikan mahasiswa non

beasiswa(gagat yudisium /wisuda/cuti / DO /MD / doubte bayar/ tebih

bayar/ pendaftaran)



3.3.2.8 Pembayaran e-Purchasing

Pembayaran e-purchasing sesuai dengan nitai e-purchosing:

. Nitai e-purchosing ' Rp50.000.000,- metatui UMK rutin

. Nitai e-purchasing ' Rp50'000'000,- metalui UMK LS dengan kontrak

3.3.2.9 Pembayaran Kontrak Akhir Tahun

Pembayaran kontrak akhir tahun dibagi 2 (dua) yaitu :

1. Pembayaran kontrak akhir tahun yang setesai sampai dengan 31

Desember, dengan PersYaratan :

o Permohonan pembayaran oteh PPK kepada Wakil Rektor Bidang

Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana ditampiri dengan

Kwitansi, BAST, BA Pemeriksaan dan BA Pembayaran;

. Pembayaran 100 % sebetum akhir masa kontrak ditampiri jaminan

bank, surat kuasa dan surat pernyataan keabsahan jaminan bank

atas sisa progres penyetesaian pekerjaan;

. Pembayaran 100 % akhir masa kontrak tetapi masih datam masa

pemeliharaan wajib menyertakan jaminan pemeliharaan atas

Pekerjaan konstruksi.

2. Pembayaran kontrak pekerjaan yang betum setesai sampai dengan 31

Desember, dengan PersYaratan :

. Permohonan pembayaran oteh PPK kepada Wakil Rektor Bidang

Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana ditampiri dengan

Kwitansi, BA Pemeriksaan dan BA Pembayaran;

r Pembayaran 100 % sebetum akhir masa kontrak ditampiri jaminan

bank, surat kuasa dan surat pernyataan keabsahan jaminan bank

atas sisa progres penyelesaian pekerjaan;

. Pembayaran 100 % akhir masa kontrak tetapi masih datam masa

pemeliharaan wajib menyertakan jaminan pemetiharaan atas

Pekerjaan konstruksi.

. Perhitungan denda ketertambatan atas pekerjaan setetah

diterbitkan BAST;



. Apabita pekerjaan tidak terselesaikan, maka jaminan bank akan

dicairkan;

3.3.2.10 Pembayaran Valas (Vatuta Asing)

Pembayaran Vatas ditakukan dengan I'angkah-tangkah berikut ini:

a. Unit mengajukan permohonan pembayaran vatas ke Wakit Rektor

c.

Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana yang ditampiri

dengan tagihan dan dokumen pendukung lainnya;

Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana

dan Kepata Biro Keuangan menginstruksikan BPP Pusat untuk

memproses pembayaran valas kepada pemohon sesuai dengan hasiI

pengujian tagihan dan dokumen persyaratan;

BPP pusat berkoordinasi dengan Direktorat Perencanaan Anggaran

dan Logistik untuk menyusun RBA dan UMK atas pembayaran;

BPP Pusat membuat surat pernyataan registrasi yang sudah

ditandatangani Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan

Sarana Prasarana metakukan dan BPP disampaikan ke Bank persepsi

yang bersangkutan;

BPP Pusat mengajukan proses Pembayaran dana menggunakan Cash

li'anagement systern untuk diotorisasi pejabat terkait;

Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana

melakukan releose terkait pengajuan dana metatui Cash

Management System.

f.

3.3,2,11 Pemanfaatan dan Penggunaan Kartu Debit

pemanfaatan dan penggunaan kartu debit direncanakan dibertakukan pada

tahun 2019 dengan menggunakan virtuol Account (vA) debit dan spending card

untuk mengganti transaksi kas pada operasional unit kerja'

b.

d.



Catatan :

o Didatam proses pembayaran anggaran di tingkat Biro Keuangan

dipastikan bahwa pagu dan RBA sudah disetesaikan di tingkat Direktorat

Perencanaan Anggaran dan Logistik (Dit. PAL).

. penutisan sumber anggaran kegiatan di Surat Keputusan Rektor : RKAT

tahun berjalan ITS PTN Badan Hukum

Contoh : RKAT 2019lTS PTN Badan Hukum

\r il:l ,;;#ffi:;:Ft'-y''
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4. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN

4.1 Ketentuan Pertanggungjawaban keuangan Pembayaran Gaji/

Tunjangan / Uang Makan / Lembur yang Bersumber Dana APBN

4.1.1 Pembayaran Gaji Pegawai Negeri

Ketentuan untuk pertanggungjawaban keuangan atas pembayaran gaji harus

ditengkapi dengan:

a. Daftar gaji induk/gaji susutan / kekurangan gaji/gaji terusan/yang

ditandatangani PPK, Bendahara Pengeluaran dan PPABP;

b. 5K CPNS, SK PNS, SK Kenaikan pangkat, SK pengangkatan datam

jabatan, Kenaikan Gaji Berkata (KGB), SK Pensiun karena meninggat;

c. Surat pernyataan petantikan, surat pernyataan masih menduduki

jabatan, Surat Pernyataan Metaksanakan Tugas (SPMT);

d. Kartu Permohonan Penambahan Penghasitan PNS (KP4)' foto copy

masihsurat nikah, akte ketahiran, surat kematian, surat keterangan

sekotah;

Surat Setoran Pajak (E-BIttlNG);

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP); dan

5P2D dari KPPN

4.1.2 Pembayaran Tunjangan/ Uang Makan/ Lembur

Ketentuan untuk pertanggungjawaban keuangan atas pembayaran Tunjangan/

Uang Makan/ Lembur harus dilengkapi dengan

a. Daftar penerimaan tunjangan/uang makan/tembur gqj![!!!919!q

b. Nomor dan tanggat SK dicantumkan pada daftar penerimaan' dan

bukti SK wajib ditampirkan;

e.

f.

6.



c. Daftar penerimaan disamping mencantumkan nitai nominatnya juga

menyebutkannitaiterbitangnyaberdasarkanjumtahniIaibruto

(Jumtah honorarium ditambah pajak);

d. Tarif harus merujuk pada SBM yang bertaku;

e. Daftar penerimaan uang makan ditampiri dengan daftar hadir harian;

f. Jumtah maksimal pemberian uang makan datam satu butan adatah 22

hari kerja dengan catatan apabita tidak hadir kerja dengan atasan

apapun, maka yang bersangkutan tidak berhak atas uang makan;

g. Pemberian uang makan dihitunq dari tarif berdasarkan kehadiran

peqawai yang bersangkutan termasuk bagi dosen, tidak dihitung

dari kehadiran di kelas tetapi kehadiran di ITS'

h. Daftar penerimaan uang tembur ditampiri Surat Perintah Kerja

Lembur pimpinan unit kerja, Daftar Hadir (menggunakan presensi

finger Print'1i

i. Pajak lembur = 5% x uang lembur bruto

j. Besar uang lembur pada hari tibur kerja sebesar 7007o dari besar uang

lembur hari kerja

4.7 Pertanggungjawaban Dana BPPTN Badan Hukum' Non PNBP dan APBN

Kementerian

4.2.1 Pembayaran Tunjangan Penghasilan Butan/Tunjangan Kinerja/

Honorarium /Uang Makan/Lembur

Ketentuan untuk pertanggungjawaban keuangan atas pembayaran Tunjangan

Penghasitan Butan/Tunjangan Kinerja/Honorarium/Uang Makan/Lembur

a. Nomor dan tanggat SK dicantumkan pada daftar penerimaan' dan bukti SK

wajib ditamPirkan;

b. Daftar penerimaan disamping mencantumkan nitai nomjnalnya juga

menyebutkannitaiterbitangnyaberdasarkanjumtahnil,a,ibruto(Jum[ah

honorarium ditambah Pajak);

c. Tarif harus merujuk pada 5Bl (Standar Biaya lnstitut) yang bertaku;

d. Daftar penerimaan uang makan ditampiri dengan daftar hadir harian;



e. Jumtah maksimal pemberian uang makan datam satu

kerja dengan catatan apabita tidak hadir kerja dengan

yang bersangkutan tidak berhak atas uang makan;

butan adalah 22 hari

atasan apapun, maka

f. pemberian uang makan dihitune dari tarif berdasarkan kehadiran pesawai

yang bersangkutan termasuk bagi dosen, tidak dihitung dari kehadiran di

ketas tetaPi kehadiran di lTS.

g. Daftar penerimaan uang tembur ditampiri Surat Perintah Kerja Lembur

pimpinan unit kerja, Daftar Hadir (menggunakan presensi finger print\'

khusus THL daftar hadir dan daftar hadir tembur menggunakan format

tanda tangan manual.

h, Pajak lembur = 5% x uang lembur bruto

i. Besar uang lembur pada hari tibur kerja sebesar 200% dari besaruangtembur

hari kerja

j. Besar uang lembur pada hari pada hari

dari besar uang lembur hari kerja

raya ldut Fitri (2 hari) sebesar 300%

4.2.2 Ketentuan Pertanggungjawaban Keuangan Atas

Barang/Jasa

Kegiatan'kegiatan pembetian barang/jasaditaksanakan metatui mekanisme

Pengadaan Barang dan Jasa, pertanggungjawaban keuangannya mengikuti

aturan datam Peraturan Presiden Repubtik lndonesia Nomor 16 Tahun 2018

Tentang Pengadaan Barangi Jasa Pemerintah'

Ketentuan umum untuk pertanggungjawaban

dengan nitai dibawah Rp 50.000.000,'(tima

berikut:

a. Pembetian barang/jasa untuk nitai transaksi dibawah Rp500'000'- (Lima

ratus ribu rupiah) cukup metampirkan nota pembelian asli dari

Toko/Penyedia barang/jasa, dengan ketentuan sebagai berikut :

.NotadenganpenyediajasayangsamadansatuMAKbisa
dikumputkan/ditempetkan dalam satu tembar HVS A4lF4

Pembelian

keuangan atas Pembetian barang

putuhjuta ruPiah) adatah sebagai



b.

c.

. Nota pembelian diberi nomor dan kode unit kerja (mengikuti nomor

jurnat dan kode unit dari sistem Akuntansi) serta ditanda tangani

oteh BPP, Kepala Unit Kerja, PPK serta petugas gudang/penerima

barang

. Nota pembetian mencantumkan lrMK dan nitai terbitang (rupiah)

Pembelianbarang/jasauntuknilaitransaksiRp'500.000,-(limaratusribu

rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,' (satu juta rupiah) menggunakan

kuitansi.) dengan materai dan ditampiri nota pembetian dari penyedia

barang/Jasa;

Pembetian barang/ jasa untuk nitai transaksi diatas Rp 1'000'000'' (satu

juta rupiah) harus ditakukan kepada penyedia barang/ jasa yang memiliki

ijin usaha dan PKP;

Dokumen Pertanggungjawaban keuangan untuk poin (c) diatas metiputi:

. Kuitansi Pembetian 
-)

. Nota PenYedia Barang/Jasa

. E-Faktur

. E.BItt,N6 PPh

. SIUP/SIUJK

SPJ tidak diakui sebetum petugas unit metakukan uptoad E'BILLING ke

Sistem lnformasi Akuntansi.

Denda ketertambatan pembayaran dan petaporan PPN dan PPh dibebankan

pada pagu unit kerja yang bersangkutan'

Kuitansi pembetian diberi nomor dan kode unit kerja(mengikuti nomor

jurnat dan kode unit dari sistem Akuntansi) serta ditanda tangani oteh BPP'

Kepata Unit Kerja, PPK serta petugas gudang/penerima barang;

Kuitansi pembetian ditengkapi tanggat, stempet, tanda tangan' nama

penyedia barang/jasa dan NPWP;

Pembetian diatas Rp 5OO.OOO,' sampai dengan Rp 1'000'000'- ditengkapi

dengan materai Rp 3.000,' sedangkan pembetian diatas Rp 1'000'000''

keatas ditengkapi materai Rp 6.000,-;

Pertanggungjawaban untuk pembetian barang/ jasa harus mengikuti

ketentuan perpajakan yang bertaku;

d.

E.

f.

5.

h.

l.

).



t.

Pembetian konsumsi berapapun nitainya tidak dikenakan PPN, akan tetapi

jika metatui jasa catering dikenakan PPh 23 sebesar 2% dari harga;

PengadaanATKdanbahanhabispakaiharusmelaluiSubDitLogist,ikDit.

PAL (setama ada datam daftar persediaan);

Pertanggungjawaban atas penggunaan e'to[[ sesuai dengan nota

penggunaan tot;

PembetianBBMdatamrangkapemel'iharaankendaraandinasharus

ditampiri nota dengan mencantumkan nomor potisi kendaraan dinas'

Biaya Pengurusan Pajak Kendaraan Dinas At Cost sesuai dengan besaran

pajak, apabita terdapat biaya tambahan dapat dipertanggungjawabkan

dengan metampirkan daftar pengetuaran riit yang ditandatangani oteh

petugas inventaris dan pimpinan unit;

pemetiharaan Barang lnventaris Harus mencantumkan Kode lnventaris dan

Nomer lnventaris

Pengadaan konsumsi berupa makanan, snack maupun air mineral untuk

keg.iatan rapat koordinasi/ workshop/ seminar/ FGD /kegiatan sejenis/

kegiatan akademika diwajibkan menggunakan jasa ITS Food berdasarkan

Surat Edaran Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana No. 041417 / fi?. ll/TU.00.02/201 8'

Pengadaan barang/jasa yang tidak diperbotehkan antara lain:

. Karangan bunga/bunga meja atas nama pribadi;

.Cetakkartunama/kartuucapan(kartutebaran,natatdantahun

baru) atas nama Pribadi;

. Souveni r/ cindera mata/vandat atas nama pribadi;

. Voucher handPhone.

Souvenir diberikan untuk tamu ITS datam rangka promosi dan branding

lTS,otehkarena.ituharusterdapatidentitaslTSpadasouvenir'satuan

biaya souvenir maksimal Rp. 500.000,-

m.

n.

o.

p.

q.

r,



4.2.3 Ketentuan Pertanggungjawaban Keuangan Atas Perjalanan Dinas

a. Perjatanan dinas adatah perjatanan ke luar tempat kedudukan yang

ditakukan datam witayah Repubtik lndonesia untuk kepentingan

negara;

Perjalanan dinas harus ditakukan atas Surat Tugas yang dikeluarkan

pating rendah oteh eseton lll;

Surat tugas digunakan sebagai dasar penerbitan SPD;

Surat Undangan wajib ditampirkan jika perjatanan datam rangka

menghadiri undangan, dan surat undangan tidak ditampirkan jika

perjatanan dinas datam rangka penugasan;

Perjalanan Dinas Jabatan di datam Kota yang ditaksanakan sampai

dengan 8 (detapan) jam dapat ditakukan tanpa penerbitan SPD;

Komponen datam perjatanan dinas secara umum metiputi:

. Uang harian

. Biaya transportasi (pesawat dan taksi)

. Biaya penginaPan

. Biaya Sewa kendaraan datam kota

g. Datam hat petaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan'

maka bertaku ketentuan sebagai berikut:

' Diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif Standar Biaya

lnstitut (SBl) kota temPat tujuan;

' Biaya penginapan tersebut dibayarkan secara lumpsum'

h. Tarif datam perjatanan dinas sesuai dengan Standar Biaya lnstitut

(5Bl) Yang bertaku;

4.2.4 Ketentuan Pertanggungjawaban Keuangan Atas Rapat/Pertemuan di

luar Kantor

a. Rapat /Pertemuan di tuar Kantor adatah rapat yang dilakukan untuk

mengevatuasi program kerja tahun berjatan dan menyusun program

kerja tahun Yang akan datang;

b. Rapat/Pertemuan di luar Kantor harus didukung oteh SK Rektor atau

SK Dekan;

b.

c.

d.

f.



c. Tidak boteh menggunakan EO(Event Organizer)

d. Komponen pembiayaan rapat kerja metiputi:

. Paket halfdoyl fulldaylfullboord

. Uang Harian Paket holfdaytfulldaylfullboard

. Biaya Sewa kendaraan/Tiket (ot Cost)

' Transport taxi

e. Administrasi Pertanggungjawaban pembiayaan Rapat/Pertemuan di

luar Kantor metiPuti:

' Paket hatfdoylfutldaylfullboord dengan kuitansi hotel

. Uang Harian Paket holfdaylfultdaytfullboord dengan daftar

Penerimaan uang harian

' Biaya Sewa kendaraan menggunakan kuitansi sewa kendaraan

. Tiket (ot Cost) menggunakan tiket asti dan boarding poss

.TransportLokatdatamkota(Taxi)dengandaftarpenerimaanuang

transPort IokaI

Untuk pelaksanaan rapat kerja, komponen biaya yang diketuarkan

menggunakan Standar Biaya lnstitut (SBl) yang bertaku dan tidak boleh tagi

mengetuarkan biaya tambahan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut kecuati

untuk narasumber.



4.2.5 Ketentuan Pertanggungjawaban Keuangan Pembelian Barang/ Jasa

Metatui Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa

4.2.5.1 Pengadaan Melalui Unit

Ketentuan umum pertanggungjawaban keuangan untuk pengadaan barang/ jasa

dengannitaidiatasRp50.o0o.oo0,.sampaidenganRp200.000.000,-melalui

Surat Perjanjian Kerja (sPK). Secara umum ketentuan ini dijetaskan sebagai

berikut:

a. Pengadaan dapat disetenggarakan langsung oteh unit yang

bersangkutan;

b. Penunjukkan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima HasiI

Pekerjaan ditakukan pada awal tahun anggaran;

c. Ketengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan metiputi:

. Dokumen Kontrak (SPK)

. Kuitansi PembaYaran-)

' E-Faktur

' E-BILLING PPh terkait

' Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima

. Berita Acara PembaYaran

4.2.5.2 Pengadaan Metatui ULP

Ketentuan umum pertanggungjawaban keuangan untuk pengadaan barang/jasa

dengan nitai diatas Rp 20o.0oo.oo0,- adatah meLatui proses tetang. Proses [elang

di ITS dil,akukan oLeh Unit Layanan Pengadaan (ULP)' Secara umum ketentuan

ini dijetaskan sebagai berikut:

a. Pengadaan disetenggarakan oteh Unit Layanan Pengadaan;

b. Penunjukkan Ketompok Kerja yang ditetapkan metatui SK Rektor ITS;

c. Ketengkapan dokumen pertanggu ngjawaban keuangan metiputi:

. Dokumen Perjanj ian

. Kuitansi PembaYaran-)

' E-Faktur

' E-BILLING PPh terkait

. Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima



. Berita Acara PembaYaran

Catatan :

-) Kuitansi pembayaran untuk pengadaan barang/jasa wajib di entry dan

di cetak metatui SIM Keuangan

Khusus untuk dana SNMPTN-SBMPTN yang bersumber dari APBN

Kementerian menggunakan NPWP Bendahara Pengetuaran

4,2.5.3 Pengadaan Metalui e-purchosing dan Sub Dit' Logistik

Pengadaan metatui e-purchasing dan Sub Dit' Logistik sesuai dengan jenis

barang :

1. Barang lnventaris Umum dan Barang Habis

Pengadaan barang inventaris umum dan barang habis oteh Unit Kerja

harus metatui Sub Dit. Logistik (sesuai dengan daftar barang di Sub Dit'

Logistik) berdasarkan surat edaran dari Wakit Rektor Bidang

Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana' Sistem pembayaran

menggunakan pindah atokasi anggaran '

2. Barang inventaris Khusus sesuai dengan e-katatog

a. Barang inventaris khusus dengan Nitai ' Rp50'000'000'- yang

diadakanotehunitkerja/departemenmasing.masing,dibayar

melatuiUMKrutindiunitkerja/departemenmasing-masing

b. Barang inventaris khusus dengan Nitai > Rp50'000'000'' yang

diadakanotehunitkerja/departemenmasing-masing,dibayar

metatui UMK LS dengan kontrak di unit kerja/ departemen masing-

masing

c. Pengadaan barang inventaris khusus yang ditakukan oteh ULP baik

metatui e-purchasing, non letang maupun e'tetang dibayar metatui

pembaYaran L5.



Ketengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan metiputi:

. Dokumen Kontrak (SPK)

. Kuitansi Pembayaran-)

. Bukti order pada e'katatog

' E-Faktur

.BeritaAcaraPemeriksaandanBeritaAcaraSerahTerimaBerita

Acara PembaYaran

UntukpengadaaanAtatTutisKantor(ATK)/baranginventarisasiumummelaLui

5ub Dit. Logistik, dipersyaratkan kegiatan dan atokasi anggaran harus sudah ada

di RBA pada masing - masing masing Unit Kerja' Usutan pengadaaan ATK/

barang inventarisasi umum metal'ui Sub Dit. Logistik ditakukan per 3 bulan

sekati.

4.2.6 Ketentuan Atas Pertanggungjawaban Dana Penetitian dan Pengabdian

pada MasYarakat (PPM)

Ketentuan dan tata cara atas pertanggungjawaban dana penelitian dan PPM

pada metiPutil

1. SK Penetapan penerima dana penetitian dan PPM

2. Kontrak peneLitian antara penetiti/pengabdi dengan Kepata LPPM

3. Surat Pernyataan TanggungJawab Muttak (SPTJM) Ketua

Penetiti/ Pengabdi

4. Kuitansi.)/ daftar penerimaan dana penetitian dan PPM

(mencantumkan nama pada rekening dan nomor rekening)

5. Berita Acara Serah Terima

6. Berita Acara PembaYaran

4.2.7 Ketentuan Atas Pertanggungjawaban Dana Beasiswa

Ketentuan dan tata cara atas pertanggungjawaban dana beasiswa metiputi:

1. SK Penetapan Penerima Dana Beasiswa

2. Daftar Penerimaan (mencantumkan nama pada rekening bank dan

Nomor Rekening)



4.2.8 Ketentuan Atas Pertanggungjawaban Dana Kerjasama

Ketentuan dan tata cara atas pertanggungj awaban dana kerjasama metiputi:

1. Pertanggungjawaban Biaya Personi[ (Honorarium)

Pertanggungjawaban biaya personiI menggunakan standar biaya yang

bertaku terkait pembayaran biaya personiI bagi tenaga ahti dan

tenaga pendukung terkait kerjasama (Standar Biaya lnstitut) serta

ditamPiri SK Tim

2. Pertanggungj awaban Biaya Operasiona[

Pertanggungjawaban biaya operasionat menggunakan ketentuan

mengenai betanja barang non PNBP (ATK, cetak' foto copy' sewa'

dtt) yang tercantum pada point 4'2'2'

3. PertanggungjawabanBiayaPerjatanan

Pertanggggungjawaban biaya perjatanan dilakukan dengan

meIamPirkan:

' Tiket dan boarding Pass

' Daftar rincian pengetuaran perjatanan

. Surat tugas dari teom leader kerjasama

4.3 Proses Entry Jurnal dan Rekonsiliasi Uang Muka Kegiatan (uMK) dan

Pertanggungjawaban Keuangan

Proses entry jurnat atas bukti pertanggungjawaban keuangan butan t pada SIM

Keuangan ditakukan sampai dengan akhir butan t jam 16'00 WIB' Proses

Rekonsitiasi UMK dan Pertanggungjawaban Keuangan butan t ditakukan

maksimat tanggal 5 butan t+1 '

4.4 Ketentuan Atas PerPajakan

4.4,1 Pengertian umum

Pajak adaLah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan

tidak mendapat batas jasa secara langsung yang hasiLnya digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan negara'

Obyek pemotongan dan pemungutan yang ditakukan bendahara :



b.

c.

d.

Pajak Penghasitan Pasa[ 21

. Pemotongan atas penghasitan yang dibayarkan kepada PNS yang

bersumber dari dana APBN sehubungan dengan jasa dan kegiatan

yang sifatnya final.

o Pemotongan atas penghasitan yang dibayarkan yang bersumber dari

dana non PNBP sehubungan dengan jasa dan kegiatan yang sifatnya

tidak finat

Pajak Penghasitan Pasal 22

Bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang ditakukan satu pihak

terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan pembetian barang

oteh Bendaharawan Negara.

Pajak Penghasitan Pasal 23

Pemotongan atas penghasitan yang dibayarkan berupa hadiah,

bunga,deviden,sewa, royatty dan jasa'jasa setain obyek PPh pasat 21

(pemetiharaan dan renovasi gedung/ bangunan, service, dtt)'

Pajak Pertambahan Nitai (PPN)

Pemungutan atas pajak yang dibayar sehubungan penyerahan barang

kena pajak dan jasa kena Pajak.

Pajak Penghasitan Final Pasat 4 ayat (2)

. Pajak yang dibayarkan sehubungan dengan persewaan tanah

dan /atau bangunan

. Pajak yang dibayarkan sehubungan dengan pekerjaan perencanaan,

petaksanaan dan pengawasan konstruksi (kegiatan pembangunan

gedung)

Pajak penghasitan PasaL 26

PPh Pasat 26 adal,ah pajak penghasitan yang dikenakan atas penghasitan

yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau tetah jatuh tempo

pembayarannya kepada Wajib Pajak luar negeri setain bentuk usaha

tetap di lndonesia.

f.



4,4.2 Pajak Penghasitan APBN

4.4.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh pasal 21)

PPh pasat 21 dipungut atas penghasitan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan

pembayaran lain dengan nama dan datam bentuk apapun. PPh pasal 21 disetor

ke kas Negara dengan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Bendahara

Pengetuaran.

NPWP ITS:
00.343.834.8.606.000

Bendahara Pengeluaran ITS

Kampus ITS Sukotilo SurabaYa

penghasitan yang tidak dipungut PPh pasat 21 adatah beasiswa yang diterima

WNI datam rangka mengikuti pendidikan di datam dan luar negeri pada tingkat

pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan syarat pemberi beasiswa tidak

mempunyai hubungan istimewa.

Tarif PPh pasat 21 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010,

tanggat 20 Desember 2010 :

a. PNS Got lV, honorarium dan tunjangan tainnya dikenakan PPh pasal

21 sebesar 15%;

b. PNS Got lll, honorarium dan tunjangan tainnya dikenakan PPh pasal

21 sebesar 5%;

c. PNS Got I dan ll, honorarium dan tunjangan tainnya tidak dikenakan

PPh Pasat 21 sebesar 0%;

4.4.3 Pajak Penghasitan BPPTN Badan Hukum, Non PNBP dan APBN

Kementerian

4,4.3,1 Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh pasat 21 dipotong atas penghasitan berupa gaji, upah' honorarium'

tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan datam bentuk apapun' PPh

pasat2ldisetorkekasNegaradenganmenggunakanE-BILL/N6atasnamalTS

PTN Badan Hukum



a.

NPWP ITS PTNBH :

80.848.1 70.9.606.000
ITS PTN Badan Hukum

Kampus ITS Sukotilo SurabaYa

pembayaran atas Honorarium, Tambahan Penghasitan butan (TPB), lnsentif

Kinerja ITS (lKtTS), Lembur,Gaji dan uang Makan NonPNS dikenakan PPh 21

dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Penghasitan Netto = Penghasitan bruto-(biaya jabatan+iuran pensiun)

2. Penghasitan Kena Pajak (PKP) = Penghasitan Netto - PTKP

3. PPh 21 = PKP x tarif PPh Ps 17

Catatan :

. Biaya jabatan = 5%x Penghasitan bruto

Maksima[ biaya jabatan datam 1(satu) tahun sebesar Rp' 6'000'000'-

. luran Pensiun = 4,75%x (Gaji Pokok + Tunjangan lstri/Suami + Tunjangan

Anak)

b. Tarif untuk wajib pajak orang pribadi sesuai dengan pasat 17 ayat (1) a

UndangUndangNo.36/2008(UUPPh)sebagaimanpadatabelberikut:

Tabel 4.1 Penghasitan tidak Kena Pajak (PTKP)

@1-1-7016
WAJTB PAJAK SEBULAN

(Rp.)

Untr* Olri Pegawai (TK/')

Untut< Diri Pegawai Yang

kawin/nikah (K/-)

tl ntr*_-ne gwai Yan g kawi n

memil,iki 1 tanggungan (K/1)

I ntuk-Pegawai Yan g kawi n

memitiki 2 tanggungan (K/2)

ffieegwai yang kawin

memitiki 3 tanggungan (K/3)

4.875.000

6.000.000



LAPISAN PENGHASILAN

s-a np. 50.000.000,-

@0,- sd Rp. 25o.ooo.ooo,-

@-sd RP. soo.ooo.ooo,

Di atas Rp. 500.000.000

Tabet 4.2 Tarif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

c. Pembayaran atas jasa profesi, narasumber, dosen luar biasa dengan

penghasitanbrutosampaidenganRp50.000.000,00dikenakanPPh2l

dengan Perhitungan :

PPh 21 = 5% x (50% x Penghasilan bruto)

*NPWP harus ditamPirkan

4.4.3.2 Pajak Penghasitan Pasal 23

a. Bagi penyedia barang/jasa yang mempunyai NPWP dipungut PPh

pasal23dengantarifsebesar2%,sedangkanyangtidak

mempunyai NPWP dikenakan tarif sebesar 4%i

b. Betanja jasa dikenakan PPh pasat 23 sebesar 2% dihitung dari dasar

pengenaanpajak(DPP),kecualiuntukkonsumsitidakdikenakan

PPN;

c. PPh pasat 23 disetor ke kas Negara dengan menggunakan E-

BILL]NG atas nama ITS PTN Badan Hukum



No

Tabet 4.3 Jenis Penghasitan

Menteri Keuangan

yang dikenakan PPh 23 Berdasarkan Peraturan

Nomo1244/PMK.03/2008
d

Jenis Jasa

Jasa Makton;
Jasa Penyetidikan dan keamanan;

Jasa penYetenggara kegiatan atau

even organizer;
Jasa pembasmian hama;'

Jasa kebersihan atau cleoning service;

Jasa penYediaan temPat dan/atau
waktu datam media masa, media luar

ruang atau media lain untuk

penyampaian informasi, dan/atau
jasa periktanan;
Jasa f r ei ght f o rwar di ng;

Jasa togistic;

Jasa pengurusan dokumen;
Jasa pengePakan;

Jasa loading dan unlooding;

Jasa petatihan dan/atau kursus;

Jasa sertifikasi;
Jasa surveY;

Jasa laboratorium dan/atau
pengujian kecuati yang ditakukan.oteh

ier6aga atau institusi Pendidikan
datam rangka Penetitian akademis;

Jasa katering atau tata boga;

No

1

2
3

4
5

6

lasa Penitai (aPPraisoll
Jasa Aktuaris
Jasa Akuntansi, Pembukuan, dan

atestasi taPoran keuangan
Jasa hukum
Jasa arsitektur
Jasa perencanaan kota dan arsitektur
[andscape

28
29
30

31

32
33

34
35

36
37
38

39
40
41

42

7 Jasa Perancang (design)

8 Jasa penunjang di bidang penerbangan

dan bandar udara
9 Jasa Penebangan hutan

1O Jasa Pengotahan limbah
11 Jasa penyedia tenaga kerja dan/ atau

tenaga ahti (outsou rcing services\

12. Jasa perantara dan/ atau keagenan

1 3 Jasa kustodian/ PenYimPanan/
penitipan, kecuati yang ditakultul,.9l"h
kustodian SentraI Efek lndonesia (KSEI)

14 Jasa pembuatan sarana promosi film'
iktan, Poster, Photo, slide, ktise'

banner, PhomPlet, batiho dan fotder

1 5 Jasa sehubungan dengan software atau

hardware atau sistem komPuter'

termasuk perawatan, pemetiharaan dan

perbaikan
16 Jasa pembuatan dan/atau pengetotaan

website
Jaia iniernet termasuk sambungannya

Jasa PenYimPanan, Pengotahan,
dan/atau penyaturan data, informasi,

dan/atau Program
Jasa instatasi/Pemasangan mesln,

oeratatan, tistrik, telepon, air, gas, AC,

dan/atau TV kabet, setain Yang

ditakukan oteh wajib Pajak yang ruang

tingkupnya di bidang konstruksi-.dan
mempunyai izin dan/atau sertltlKasl

sebagai Pengusaha konstruksi

Jasa pengotahan hasit Pertanian,
perkebunan, Perikanan
Jasa dekorasi

Jasa Pencetakan/ Penerbitan
Jasa penerjemahan

43

44

17
18

Jasa sedot se1tic tank;

Jasa pemetiharaan kotam;

Jasa pengetotaan Parkir;

Jasa penYondiran tanah;

48 Jasa penyiapan dan/atau pengotahan

tahan;
Jasa Pembibitan
penanaman bibit;
iasi pemeliharaan tanaman;

Jasa pemanenan;

45
46

50
51

47
19

dan/atau49
21

22
23

Jenis Jasa



24 Jasa pengangkutan / ekspedisi kecuati

vans tetrh diatur datam pasat 15
'Unding-Undang Pajak Penghasitan

25 Jasa PelaYanan kePelabuhanan

?6 PemeLjharaan mesin, peratatan' tistrik,

tetePon, air, gas, AC, TV kabet,

dan/atau bangunan, setain Yang

ditakukan oteh Wajib Pajak yang ruang

tingkuPnya di bidang konstruksi dan

mehpunyai izin dan/atau sertifikasi

sebagai Pengusaha konstruksi;

27 Jasa perawatan kendaraan dan/ atau

atat tiansportasi darat, [aut, dan udara;

52 Jasa Pengotahan hasil
perkebunan, Perikanan,
dan/ atau Perhutanan;

53 Jasa Pengotahan hasit
perkebunan, Perikanan,
dan /atau Perhutanan;

pertanian,
peternakan,

pertanian,
peternakan,

4.4.3.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pemungutan atas pajak yang dibayar sehubungan penyerahan barang/ jasa kena

pajak oteh pengusaha kena pajak' Sehingga datam pemungutan PPN

dipersyaratkan:

yang diserahkan adatah barang/ jasa kena Pajak;1.

2.

3.

diserahkan oteh pengusaha kena pajak'

dikenakan atas nitai beraDaDun atas

Secara umum ketentuan tentang pemungutan PPN adatah sebagai berikut:

a) Tarif sebesar'10% dari DPP, bukan dari nitai pembayaran;

b) PPN tidak dipungut atas pembetian buku petajaran umum' konsumsi'

jasa Perhotetan, dt[';

c) Pencantuman nitai yang tertulis datam faktur pajak adatah nitai DPP

(Dasar Pengenaan Pajak), bukan nitai pembayaran datam kuitansi'

d)



4.4,3,4 Pajak Penghasilan Finat Pasal 4 ayat (2)

Pajak penghasitan finat pasat 4 ayat (2) dikenakan atas:

a) Penghasitan dari usaha Jasa Konstruksi' disetor atas nama Bendahara

Pengetuaran dengan Kode Setor 41 1128 409' dengan ketentuan

tarif sebagai berikut:

' Tarif 2% (dua persen) untuk Petaksanaan Konstruksi yang

ditakukan ol'eh Penyedia Jasa yang memitiki kuatifikasi usaha

kecit;

. Tarif 4% (emPat persen) untuk Petaksanaan Konstruksi yang

ditakukan oteh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kuatifikasi

usaha;

. Tarif 3% (tiga persen) untuk Petaksanaan Konstruksi yang

ditakukan oteh Penyedia Jasa dengan kuatifikasi usaha menengah

dan besar;

' Tarif 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau

Pengawasan Konstruksi yang ditakukan oteh Penyedia Jasa yang

memitiki kuatifikasi usaha;

' Tarif 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau

Pengawasan Konstruksi yang ditakukan oteh Penyedia Jasa yang

tidak memitiki kuatifikasi usaha;

b) Penghasitan dari Persewaan Tanah &' atau Bangunan (PP No' 29 Tahun

1996 Jo. PP No.5 Tahun 2002) dengan tarif sebesar 10% dari niLai

brutodandisetoratasnamalTSPTNBHdengankodesetor4lll2S

403

c) Penghasitan dari Hadiah Undian (PP No' 132 Thn 2000) dengan tarif

sebesar 25% dan disetor atas nama ITS PTNBH dengan kode setor

411128 405

4.4.3.5 Pajak Penghasilan Pasat 26

PPh Pasal 26 diPotong atas

20% dari Penghasitan Bruto

penghasilan Yang

dan bersifat Final

diterima dengan tarif



Tabet 4.4 Kode dan Jenis Setoran Pajak

4.4.3.6 Kodefikasi Pajak

1 PPN

2 PPh

pasal
71

Barang/Jasa
(> Rp ljuta)
Honorarium,
Honor
Narasumber,
Lambur,
Honor Dosen

Luar Biasa

PPh Jasa
pasaI
23
Ph Jasa
Pasal 4 Konstruksi
ayat
(7)

Jasa Sewa
Tanah dan
Bangunan

Penyedia

80.848.1 7

0.9-
606.000

Penyedia

IT5 PTNBH

80.848.17 ITS PTNBH

0.9-
606.000
80.848.17 lrs PTNBH

0.9-
606.000

80.848.17 ITS PTNBH

0.9-
606.000

411211

411171

411124

411128

411128 403

Pembayaran
PPN

Pembayaran
PPh pasat 21

atas
honorarium

Penyedia

ITS PTNBH

Pembayaran ITS PTNBH

PPh pasat 23

atas jasa
Pembayaran ITS PTNBH

PPh final
pasal 4 ayat
(2)

Pembayaran ITS PTNBH

PPh finat
pasat 4 ayat
(2)

Pembayaran ITS PTNBH

PPh finat
pasal 4 ayat
(2)

104

409

Jasa Hadiah 80'848.17
Undian 0.9-

606.000

ITS PTNBH 411128 405

Kode Kode
Akun iiii'i'i' Jenis
Pajak Setoran

100

Penandat
angan E-

Billing
Nama Wajib

PajakNo JilH Jenis Belanja NPWP



LAMPIRAN E LAMPIRAN
LAM PI RAN PERTANGGU NGJAWABAN DANA
NON PNBP DAN BPPTN BADAN HUKUM DAN
APBN KEMENTERIAN



4.4.3.7 Format Pertanggungiawaban

A. Lampiran Pertanggungjawaban Dana Non PNBP, BPPTN Badan Hukum dan

APBN Kementerian

A.1 Kuitansi Pertanggungjawaban Nitai Dibawah Rp 500.000,-
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A.2 Kuitansi Pertanggungiawaban Nilai Diatas Rp. 500.000,- sampai Dengan

Rp 50.000.000,-

Tahun Anggaran

Nomor Bukti
Mata Anggaran

Sudah Terima Dari : Rektor ITS PTN Badan Hukum

Jumlah Uang :

Terbilang '.

Untuk Pembayaran :

Rp...............'

Surabaya,

Tanda tangan dan stemPel

Nama Jelas

Rektor TTS PTN Badan Hukum
lv'lengetahui
Kepala Unit . .. .. .

lunas dibayar tanggal

BPP

Narna Jelas Nanla Jelas

Nanra Jelas



A.3 Nota / Faktur Pembelian

KOP PENYEDIA BARANC/JASA

TOTAL

Hormat Kami

Penyedia

Nama Jelas



A.4 Kuitansi Pertanggungjawaban Nitai Diatas Rp 50.000.000,-

Tahun Anggaran
Nomor Bukti
llata Anggaran

Sudah Terima Dari : Rektor ITS PTN Badan Hukum

Jumlah Uang : RP .....'..........

UntukPembayaran : Pembelian " " "

Sesuai dengan SPK Nomor " Tanggal

Berita Acari Pemeriksaan Nomor ' Tanggal

Berita Acara Serah Terima Nomor " Tanggal

Berita Acara Pembayaran Terima Nomor Tanggal

dibebankan pada mata anqqaran berkenaan'

Rektor ITS P]-N Radan Hrrkum

iabat Pembuat Komitmen
Tanda tangan dan stemPel

Nann Jelas
Jabatan

Barang/pekerjaantersebuttelahditerima/diselesaikandenganlengkapdanbaik
Pejabat Yang bertanggungjawab

Nann Jelas

NrP........



A.5 E-Faktur

a Faktur paFk ini ieLh ditandatangani

u"** 
"r"fironU "eninoqj 

tidit diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Paiak ini.

SURABAYA,"..

PEIIBERrI$UAN OIREKTORAT JENDERAI- Ptu''X: Fahur Ps]ak irildeh dlaP#n ke OrEhmt J$dsd Palak den

iji.ili**.rJ *".,ius 66us d6@ kabban FBruEn poryajakan Fne bshku

*{'ffia: ITS PTNBH
Alamat : Kampus ITS Sukolilo Surabaya Blok 1 No'60111 RT:001

Harga Jual / Penggantian

Potongan Harga

Dikurangi Uang Muka

Dasar Pengenaan Palak

PPN = 1 0% x Dasar Pengenaan Paiak

Total PPnBM (Paiak Penjualan Barang Mewah)



A.6 E-Bitting

TX No

NPWP

NAMA

ALAMAT

KOTA

NOP

JENIS PAJAK

JENIS SETORAN

MASA PAJAK

TAHUN PAJAK

NOMOR KETETAPAN

JUMLAH SETOR

TERBILANG

URAIAN

ID BILLING

MASA AKTIF

PPh Pasat 21

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.

DIREKTOMT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

A17171413524

80.84S.170.9-606.000

ITS PTNBH

KAMPUS ITS SUKOLILO, KEPUTIH

KOTA SURABAYA

411121 - PPh Pasal 21

100 - Masa PPh Pasal 21

01 01

2017

Rp. 100.000

Seratus Ribu RuPiah

Pembayaran PPh pasal 21 atas Tuniangan Perbaikan Penghasilan Honorer

bulan....'

NAMA PENYETOR : ITS PTNBH

NPWP : 80'848'170'9-606'000

GUNAKANKoDEBILLINGDIBAWAHINIUNTUKMELAKUKANPEMBAYARAN.

:017014531€/2148

: 01t031201715:50:00

catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing

dapat dibuat;;;1i. i;"sgung lawab isian Koie Billing ada pada waiib Paiak yang namanva

tercantum di dalamnYa'



A.7 E-BILLING PPh Pasal 23

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No

NPWP

NAMA

ALAMAT

KOTA

NOP

JENIS PAJAK

JENIS SETORAN

MASA PAJAK

TAHUN PAJAK

NOMOR KETETAPAN

JUMLAH SETOR

TERBILANG

URAIAN

NAMA PENYETOR

NPWP

ID BILLING

MASA AKTIF

A'17171413986

80.848.170.9-606.000

ITS PTNBH

KAMPUS ITS SUKOLILO, KEPUTIH

KOTA SURABAYA

411124 - PPh Pasal 23

100 - Setoran Masa

01 01

2017

Rp. 25.000

Dua Puluh Lima Ribu RuPiah

Pembayaran PPh pasal 23 atas pemeliharaan ""'

ITS PTNBH

80.848.',1 70.9-606.000

GUNAKANKoDEBILLINGDIBAWAHINTUNTUKMELAKUKANPEMBAYAMN'

: 01 7014532072144

: O1tO3l2O17 15:52:53

catatan: Apabita ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir' Kode Billing

dapatdibuatr"'"u,ri.TanggungiawabisianKodeBillingadapadaWaiibPajakyangnamanya
tercantum di dalamnYa'



A.8 Daftar Lembur

HaH6 rS
5 j,-.q

HEHsSEEB
H 5;?
fr$gE



A.9 Surat Perintah Kerja Lembur

SURAT PERINTAII KEF*IA Lf,MBUR

Nomor

angbertanda tangan di bawah ini' Kepala Unit """"' memerintahkan kepada

! -,- -^r^r--^-^l.a 
n lzeria lembur mda buian

pegawai-pegawai tersebut di bawah ini untuk melaksanakan kerja lembur pada

setelah jam kerja untuk pekerjaan yang penyelenggaraannya tidak dapat

SurabaYa,

Kepala Unit .....'..'...."'

KOP,SURAT:,UI\IT



A.10 Perjalanan Dinas

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PEND!DIKAN TINGGI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Tahun Anggaran

Bukti Kas No

MAK

SUDAH TERIMA DARI

UANG SEBESAR

UNTUK PEMBAYARAN

BERDASARMN SPD

NOMOR

TANGGAL

UNTUK PERJALANAN DINAS DARI

TERBILANG

Setuju dibebankan mata anggaraan

berkenaan,
An. Rektor ITS

Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Jelas

NIP

Rektor

lnstitut Teknotogi Sepuluh Nopember

Rp

Perjatanan Dinas

Surabaya ke Jakarta

Lunas dibayar, Yang Menerima

Uang

BPP

Nama Jelas Nama Jetas

NIP



KEMENTERIANRISET,TEKNOLOGIDANPENDIDIKANTINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukol'ito, Surabaya' 60111

Tetp : 03f isgqzst -54,5947774,5945472 (Hunting)

Fax: 031 -5947264, 5950806

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP

Jabatan

Berdasarkan Surat Perjatanan Dinas (SPD) Nomor

tanggaI

dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/ atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat

diperoteh bukti-bukti pengetuarannya, metiputi :

Ju an untuk

petaksanaan perjatanan dinas dimaksud dan apabita di kemudian hari terdapat

ketebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan ketebihan tersebut

ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan

sebagaimana mestinYa.

Mengetahui/ MenYetujui

Pejabat Pembuat Komitmen
Petaksana SPD

Nama Jetas

NIP

2.

Nama Jelas
NIP

Rp .....................



RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor : ....................'

Rp .....................
Rp .....................
Rp .....................

Biaya transPortasi

Uang transPort locat

Tetah dibaYar sejumtah

Lunas dibaYar,

Bendahara

Nama Jelas

NIP

Surabaya,

Tetah Menerima jumtah uang

sebesar

Yang Menerima

Nama Jelas

Ditetapkan sejumtah

Yang tetah dibaYar sejumtah

Sisa kurang/ tebih

PERHITUNGAN SPD MMPUNG

:Rp
:Rp
:Rp

Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Jetas

NIP



KEA,IENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBERKode No :

Nomor :

*) coret yang tidak Pertu

Lembar ke:

Diketuarkan di : SurabaYa

Tanggat: ....................'...
Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Jelas
NIP

SUMT PERJALANAN DINAS (SPD)

1 Pejabat Pembuat Komitmen

Z ttama / NIP Pegawai yang metaksanakan

a.

b.

c.

3 a. Pangkat dan gotongan

b. Jabatan/ lnstansi

c. Tingkat BiaYa Perjatanan Dinas

4 Maksud Perjatan Dinas

i ltat angkut yang diPergunakan

6 a. TemPat berangkat

b. Tempat tujuan

a.

b.

c.

7 a. Lamanya Perjatanan dinas

b. Tanggat berangkat

c. Tanggat harus kembati/ Tiba di tempat baru .)

B Pengikut : Nama

9 Pembebanan Anggaran :

lnstitut Teknotogi SePutuh

10 Keterangan lain-tain :



Berangkat dari :........'.'....'..
(Tempat Kedudukan)

Pada Tangga[ :........................
(Pejabat Eseton)

Nama Jelas
NIP

Berangkat dari
Ke
Pada Tanggat

Tiba di
Pada TanggaI

Berangkat dari :

Ke:
Pada Tanggat :

Kepata

Tiba di :

Pada Tanggal :

Kepata

Berangkat dari :

Ke:
Pada Tanggal :

Kepata

Tiba di :

Pada Tanggal :

Kepata

Berangkat dari :

Ke:
Pada Tangga[ :

Kepata

Tiba di :

Pada Tanggal :

Kepata

perintahnya dan semata-mata untuk
'kepentingan jabatan datam waktuyang

sesingkat'singkatnYa

Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Jelas

angan bahwa

perjatan tersebut di atas benar ditakukan atas

Pada Tanggal :.

Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Jelas
NIP

Catatan Lain-tain

Vlll Perhatian
PPK yang menerbitkan sPD, Pegawai yang metakukan perjatanan dinas, para pejabat yang

mengesahkan tanggat berangkat/iibi serta bendaharl pengetuaran bertanggungjawab

berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabita negara menderita rugi akibat

kesatahan, ketalaian dan kea



A.11 Surat Pernyataan Tenggung jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Petaksanaan'..'...'....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab muttak datam penggunaan dana""""""""";
i. B;;i;;G;d jiwab untuk menvimpan-semua bukti'bukti pengetuaran sesuai

dengan jumtah dana Yang diberikan;
S. Aerfewiiiban untuk menindaktanjuti dan mengupayakan agar program yang

ditakukan tertaksana secara efektif dan efisien;

+. e"ik";i;ioun untuk menyimpan hard copy dan soft copy laporan akhir dan

laporan keuangan dari kegiatan tersebut;

S. liJitu OiX"mJdian hari dltemukan ketidaksesuain datam petaksanaan kegiatan- t;;il, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan

ffi U"it"fr; dan apabita di kemudian hari terdapat kesatahan dan/atau

ketebihan atas anggaran " yang diberikan tersebut' sebagian

atau seturuhnya, saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia

rn"nv"ioirun utui x"tutuhun oaiiatiu ketebihan pembayaran tersebut ke

rekening kas negara'

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar- benarnya'

Surabaya,

Materai 6000

Nama Jelas
NIP



A,lzDaftar Penerimaan Uang Harian Paket hatfday/futlday/fullboard

DAFTAR PENERIMAAN UAI{G ttARIA I PA,(ET h'lfdsvltulld'vfiullboard

RaPat Keris

llari : """'3d"""'
TarqgEl I s'd '

Torpat: .........

Unit K6rja | "' ""

Sgiuju dib€bankan Pads Mat. Anggaran b€rk6nasn

a.n. Rektor ITS PTN Badan Hukum

Pejabst P€mb€t Komitmn

Mffi Jqlas
NIP.

LuMs Dibayar tanggal

BPP
Mengelahui

Kepala Unii

Nam Jelas
NIP,

Nama Jelas
NIP

NAMA 
' 

NIP
;ATUAN BIAYI JUM LA}i Tanda Taman

NO
VOLUME

1
oH 2,00 ,|

3

2

6

oH 2,00

3
\shad Lirnam
{tP. ...,........................ . .

OH 2,00

4
SUEB
NrP. ......... ...........................

OH 2,00

5
iALIH
,llP.................. . . ..

oH 2,00

6
iARI
!tP. .......................... ..

oH 2,00

JUMTAH



A.13 Daftar Penerimaan uang Taxi Paket halfday/fultday/fullboard

DAFTAR PENERIMAAN UANG TAXI PMET halfdav/lulldav/fullboard

Hari: ..... ... s.d .... ..

Tanggal: ... s.d ............

T€mpat: ...... .

Unil Keria: ..... ...

NO NAMA / NIP VOLUME iATUAN BIAY! JUMLAH Tanda Tangan

1
\mlis Dyah Mwsng Sari
,11P. ..............................

oK 2,00 1E5 000 370 000

5

2
rajar Subhana
.llP. . ......

oK 2,00 185.000 370.000

3
oK 2,00 185.000 370.000

4
oK 2,00 185.000 370.000

5
3ALIH
!tP......... .

oK 2,00 185.000 370.000

6
;ARI
ilP. ............ .... .... ...... ...

oK 2,00 185 000 370.000

JUMLAH
2.220.000

a.n. R6ktor ITS PTN Badan Hukum

Peiebat Pembwt Koritren

Mengetahui

Kepala Unit

LuMs Dibayar langgal

BPP

Nam Jelas
NIP

l.lam Jslas
NIP,Mm Jelas

NIP.



A.14 E-Tott

Tahun Anggaran
Nomor Bukti

N ata Anggaran

ln;lAi:

;/jil.i'Iiltl ill!:{ll\.q rli,l1 ,l

*r Srrii gD?136 rH>i;llil1'rfl

$11"1 rhll 8l{l b lf:{t
'11.,5{r: lrl.!ltr',1:r{] lii Iii.lirli

L 'l "'' 'r ' I r:"'rtl

a : I tL*i,ii rH/,i..rr 'r15

;, .lqil$ti i! Uii
I; i I rrr)ll*rrlUb til. i.''Ifi

Narna Jelas

dibebankan Pada mata anggaran
lunas dibayar tanggal ... ..

BPP
Kuasa Pengguna Anggaran

lvlengetahui
Kepala Unit ... .

Pembuat Komitmen

Natna Jelas Narna Jelas

NlP .... NlP '

Barang/ pekerjaan tersebut telah diterima/ diselesaikan dengan lengkap dan baik

Pejabat yang bertanggung.iawab

Nanra Jelas

NIP ,

Tanda tangan dan stemPel

O':+ ryn



A.15 Jaminan Pembayaran Akhir Tahun

a. Format Surat Perjanjian Pembayaran

KEM ENTERIAN NEGARAJLEM BAGA

SURAT PERJANJ IAN PERMBAYARAN

Pada hari ini, ..............(1) tanggal .......... ...(2) bertempat di

yang bertanda tangan di bawah ini:

l. Nama : ..... . .. ...(4)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen ' " (5)

Berdasarkan Sk ....... . .... (6) Tanggal .,.." " (7) Nomor

............. .(8)

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

ll. Nama : ...... ..........(9)
Jabatan : ...............(10)
SelanjutnYa disebut PIHAK KEDUA'

PIHAKPERTAMAdanPIHAKKEDUA,Secarabersama-samadisebutPARA
PIHAK dan/atau secara sendiri-sendiri disebut PIHAK'

Dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut:

tI ptHer rLoun mengajukan tagihan sebesar Rp " ' " '(11) (dengan

huruf) atas pembayaran pekerjaan " """' ' '(12)' yang

penyelesaiannya tanggal ........... ..(13) sampai dengan tanggal

.................. (14)

2. PIHAK PERTAMA membayar tagihan PIHAK KEDUA dengan

menerbitkan SPM-LS setelalL menerima Jaminan Bank " (15)

tanggal ............. ..(16) Nomor.. ...... ......""" (17)

3. Terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai kontrak' PIHAK

PERTAMA wajib membuit Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan

menyampaikan kepada Rektor ITS ....... "' '(18) paling lambat 5 (lima)

hari kerja (tidak termasuk hari libur/cuti bersama)sejak kontrak selesai

4. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak menyampaikan BERITA ACARA

Penyelesaian Pekerjaan kepada Rektor lTS " (18) sebagaimana

butii 3, ptHAK KED0A menyetujui Jaminan Bank dimaksud dicairkan oleh

kami



q

b.

Dalam hal terjadiwanprestasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA' PIHAK

PERTAMA wajib membuat pernyataan wanprestasi dan menyampaikan

kepada Rektor ITS (18)

Berdasarkan pernyataan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada butir

5, Rektor ITS ........... .(18) berdasarkan Surat Kuasa Nomor

... ............tfS1 tanggal ...' ... .....(20) mencairkan Jaminan Bank untuk

untung Kas l.iegara-sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak

dapat diselesaikan.

7. Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Surat

Perjanjian Pembayaran ini, tidak menunda pencairan Jaminan Bank yang

dilakukan oleh Rektor lTS.

Demikian Surat Perjanjian Pembayaran inl dibuat dan. di tandatangani oleh

FnCn prHnr pada'haii, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut

oi.i"", oiurit datam rangu[i (oua) asli masing-masing bermeterai cukup

untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama'

Rektor ITS

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

(21)

Nrp................. ............ (23)

berdasarkan Surat Kuasa Nomor
(20) untuk untung Kas Negara.

Tanggal

PIHAK KEDUA
Pimpinan/Direktur (24)

(25)

( ... .. ...... (26)................. )(22)

Mengetahui,
Rektor ITS

(27)

.. .... ... ...(28)
Ntp.................... . .... ..(29)



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN

No. URAIAN ISIAN

(1) Diisi dengan hari pembuatan Surat Perjanjian Pembayaran

(2) Diisi dengan tanggal, bulan, tahun pembuatan Surat Perjanjian

Pembayaran

(3) Diisi dengan kota tempat pembuatan Surat Perjanjian Pembayaran

(4) Diisi dengan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen

(5) Diisi dengan pusaUfakultas bersangkutan

(6) Diisi dengan jabatan penanda tangan Surat Ketetapan Pejabat

Pembuat Komitmen

(7) Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen

(8) Oiisi Oengan nomor Surat Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen

(e) Dtrlil dengan nama lengkap pejabat penanda tangan yang mewakili

perusahaan perusahaan/rekanan

(10) Diisi dengan jabatan dalam perusahaan

(1 1) Diisi dengan angka dan huruf sebesar sisa pekerjaan yang belum

diselesaikan

(12) Dilsi dengan nama pekerjaan yang tercantum dalam kontrak

pekerjaan

(13) Diisi tanggal mulai penyelesaian pekerjaan

(14) Diisi tanggal selesai penyelesaian pekerjaan

(15) min

(16) Diisi dengan tanggal, bulan, tahun Jaminan Bank

(17) n Bank

(18) Diisi dengan nama Rektor ITS

(1e) Oiisi Oengan nomor surat kuasa yang dibuat oleh Pejabat Pembuat

Komitmen

(20) Drs, de"gan tanggal, bulan, tahun surat kuasa yang dibuat oleh

Pejabat Pembuat Komitmen



(21) Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen dan dibubuhi

cap dinas

(22) Diisi dengan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen

(23) Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen

(24) Diisi dengan nama perusahaan

(25) Diisi dengan tanda tangan pejabat yang mewakili

perusahaan/rekanan dan dibubuhi cap perusahaan/rekanan

(26) Diisi dengan nama lengkap pejabat penandatangan yang mewakili

perusahaan/rekanan

(27) Diisi dengan tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran dan dibubuhi

cap dinas

(28) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran

(2e) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran



b. Format Jaminan Bank

JAMINAN BANK

Nomor: ....... . (1)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Jabatan

Bank

Berkedudukan di

Alamat

(2)

(3)

................... ..(7)

'..,...'..'.....,. . ...,(8)

Bertindak untuk dan atas nama:

..,,..,......,.... ....(4)

(5)

(6)

Yang selanjutnya disebut'PENJAMIN'

Dengan ini menyatakan akan membayar sejumlah uang dengan merujuk Pasal

1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana PENJAMIN melepaskan

hak utamanya yang terdapat dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, kepada:

Nama

Berkedudukan di

Alamat

Yang selanjutnya disebut'PEMEGANG JAMINAN"'

Setinggi-tingginya sebesar Rp...........(10) (... '(11) Rupiah), atas dasar

tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis dalam jangka waktu pengajuan

tuntutan/klaim yang ditetapkan dalam Jaminan Bank ini apabila:

Nama

Berkedudukan di

(12)



Alamat
(14)

Yang selanjutnya disebut "YANG D|JAMlN",

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal

batas berlakunya Jaminan Bank ini, dinyatakan wanprestasi/tidak dapat

menyelesaikan pekerjaannya oleh PEMEGANG JAMINAN atas pelaksanaan

pekerjaan .. .. (15) sesuai dengan kontrak nomor: " (16) tanggal

.... ...(17) atau pernyataan tertulis dari yang diberikan kuasa (dalam hal ini

Rektor ITS , bahwa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) tidak diberikan

oleh PEMEGANG JAMINAN sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah

kontrak berakhir.

Jaminan Bank ini berlaku terhitung mulai tanggal (18) sampai dengan

tanggal .... .... ... ( 19)

Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi/pekerjaan

tidak dapat diselesaikan yang dilakukan oleh YANG DIJAMIN atau PEMEGANG

JAMINANtidakmenyampaikanBAPPkepadalTS,denganmenyerahkanasli

warkat Jaminan Bank.

Rektor ITS berdasarkan surat kuasa PEMEGANG JAMINAN mengajukan

tuntutan/klaim penagihan kepada PENJAMIN selambat-lambatnya telah diterima

oleh PENJAMIN 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Jaminan Bank

atau paling lambat tanggal. ................... (20) Apabila tuntutan/klaim dilakukan

oleh Rektor ITS maka surat kuasa harus diserahkan kepada PENJAMIN pada

saat dilakukannya tuntutan/klaim.

Apabila dalam sampai batas habisnya waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut

di atas, PEMEGANG JAMINAN atau yang diberi kuasa tidak mengajukan

tuntutan/klaim, maka jaminan bank ini tidak mengikat lagi terhadap PENJAMIN.



Untuk keperluan pemberian Jaminan Bank ini beserta akibat yang timbul

daripadanya, Bank memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera

PengadilanNegeri................... (21)

(22),...................... . (23)

Mengetahui,

Pejabat Pembuat Komitmen

24)

(27)

(2e)

(2s)

(26)

(28)



PETUNJUK PENGISIAN
JAMINAN BANK

No. URAIAN ISIAN

(1) Diisi dengan nomor jaminan bank

(2) Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat

(3) Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan surat

(4) Diisi dengan nama bank

(5) Diisi dengan kota kedudukan bank

(6) Diisi dengan alamat bank

(7) Diisi dengan nama pejabat pembuat komitmen (PPK)

(8) Diisi dengan kota tempat kedudukan PPK

(e) Diisi dengan nama kantor PPK

(10) Diisi dengan nilai uang dalam angka

(1 1) Diisi dengan nilai uang dalam huruf

(12) Diisi dengan nama rekanan

(1 3) Diisi dengan kota tempat kedudukan rekanan

(14) Diisi dengan alamat rekanan

(15) Diisi dengan jenis Pekerjaan

(16) Diisi dengan nomor kontrak

(17) Diisi dengan tanggal kontrak

(18) Diisi dengan mulai berlakunya jaminan bank

(1e) Diisi dengan berakhirnya jaminan bank

(20) Diisi dengan batas waktu akhir pengajuan klaim

(21) Orrsi Oeng"an kota tempat panitera pengadilan yang dipilih

(22) Orisi Oengan kota tempat penerbitan jaminan bank

(23) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun

(24) Diisi dengan nama jabatan penjamin

(25) Diisi dengan nama satker PPK

(26) Diisi dengan nama PPK dan dibubuhi cap dinas

(27) Diisi dengan nama Penandatangan

(28) Diisi NIP PPK

(2e) Diisi dengan jabatan penandatangan



C. Format Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN JAMINAN BANK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP

Jabatan

(1)

(2)

: Pejabat Pembuat Komitmen
(3)

Menyatakan dengan sesungguhnYa

1. Jaminan Bank Yang diterbitkan
(5) tanggal

....(7) sebesar RP

adalah jaminan bank Yang
bersangkutan.

bahwa:
oleh Bank ....... ..... ...(4) No. .........

(6) untuk Pembayaran
.(8) (dengan huruf)

sah/benar diterbitkan oleh bank

2. Apabila dikemudian hari jaminan bank tersebut tidak sah/tidak benar

diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan/bank tidak

bersedia mencairkan, kami bersedia untuk menanggung Secara

pribadi dan menyetorkannya ke Rekening Rektor ITS sebesar nilai

pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya'

(e)

Pejabat Pembuat Komitmen (10)

(11)

(12)



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN JAMINAN BANK

Dlst dengan nama pejabat penanda tangan surat pernyataan

Diisi dengan NIP penanda tangan surat

Oiisi Oengan nama satuan kerja yang bersangkutan

Diisi dengan nama bank penerbit jaminan bank

Orrsl Oengan nomor jaminan bank yang diterbitkan

erbitkannYa jaminan bank

@an diterbitkannya jaminan bank

Diisi dengan jumlah jaminan bank

@nggal, bulan, dan tahun penandatanganan

surat pernyataan

Drist dengam€ma satuan kerja yang bersangkutan

enruenang dan dibubuhi

stempel/caP dinas

DlSl dengan nama-lengkap penandatangan surat pernyataan

Oiisi Oengen NIP penandatangan surat pernyataan

URAIAN ISIAN



d. Format Surat Kuasa

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

SURAT KUASA
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

l. Nama : .......,..... " (2)

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (3)

Berdasarkan SK ............. (4) tanggal . (5)

Nomor.................(6)
Memberikan kuasa kepada Rektor ITS

il. Nama
NIP

Untuk mencarikan Jaminan Bank:
1. Bank :

3. Nomor Jmainan Bank :

4. Senilai
5. Untuk Pekerjaan :

6. Sesuai dengan kontrak :

/o\

i;t')
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 1 )

Rp.................... .. .. .. .. (12)

. ... ... . .(13)

Nomor ................(14) tanggal ... . . (15)

dalam hal:
f . pin"f yANG DIJAMIN dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan

pekerjaan oleh PEMEGANG JAMINAN; atau

Z. ;'TIT,TiCNNO JAMINAN PEMBAYARAN AKHIR TAHUN ANGGARAN tidAk
- 

menyampaif<an Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.kepada ITS' sebagaimana

Oimaksud dalam Jaminan Pembiyaran Akhir Tahun Anggaran tersebut diatas'

g. D".ifirn kuasa ini diberikan dengan sebenarnya untuk dipergunakan

sebagaimana mestinYa.

Penerima Kuasa
Rektor ITS

....(18)
NIP ................. ... .(19)

,;.;;;,I,l3l; (17)

Pejabat Pembuat Komitmen
Meterai

NiP. ...... ..............l3?]

Mengetahui/menYetuiui :

Pimpinan .............. ... (22)



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA

Oilsi Oengan nomor pembuatan Surat Kuasa

@Pejabat Pembuat Komitmen

as Pejabat Pembuat Komitmen

Diisi dengan nama raoatan pen'anoat'angan surat Ketetapan Pejabat

Pembuat Komitmen

KetetaPan Pejabat Pembuat

an Pejabat Pembuat Komitmen

@kapRektorlrS
Disi dengan NIP Rektor ITS

Dbi dengan nama bank Penjamin

@, dantahun Jaminan Bank

Oiisi Oengan nomor Jaminan Bank

ng tertera Pada Jaminan

cantum dalam kontrak

D'rsi dengan nomor kontrak

an tahun kontrak

rat Kuasa dibuat

uasa dibuat

lTS dan dibubuhi caP

Dlisi Oenqengen NIP Pejabat ITS

at Pembuat Komitmen'

dibubuhi meterai, dan caP dinas

@tPembuatKomitmen
n Pihak ketiga/rekanan

tiga/rekanan dan



A.16 Perhitungan pemotongan PPh 21

a. Perhitungan PPh 21 untuk Penghasilan Teratur selama setahun

Gaji Pokok

T. lstri

T.Anak

T. Fungsionat/Strukturat/Umum

T. Beras

TPB

T. MWA

T. Senat

Jumtah Penghasitan Bruto

Pengurang:

Biaya Jabatan

luran Pensiun

luran JHT

Jumtah Pengurang

Penghasitan Netto

PTKP Rp)m(-

PPh Terhutang setahun RPxxx

PPh 21 yang tetah ditanggung Pemerintah Rpxxx-

PPh 21 yang kurang diPotong RPxxx

PPh21 sebutan = PPh2l krg dipotong/12) Rpxxx (PPh 21 TPB tiap Butan)

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx +

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx -

Rpxxx-



b. Perhitungan pemotongan pph 21 untuk penghasilan yang tidak teratur

Gaji Pokok
T. lstri
T.Anak

T. Fungsionat/Strukturat/Umum
T. Beras

TPB

T. MWA

Gaji 13

Gaji 14

TPB 13

rPB 14

T.MWA 13

T.Senat l4
T, Senat

IKITS

Jumtah Penghasitan Bruto
Pengurang:
Biaya Jabatan
luran Pensiun

luran JHT

Jumtah Pengurang

Penghasitan Netto

PTKP

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx +

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

RDxxx

Rpxxx -

RDxxx-

RDxxx-
PPh Terhutang setahun Rpxxx
PPh 21 yang telah ditanggung pemerintah Rpxxx-

PPh 21 yang tetah dipotong TpB setahun Rpxxx-
PPh21 IKITS/TPB 13,14/gj 13,14 Rpxxx

n -/''\ )\7. Pror. tr. Joni Her)I'i

\ 1 
liil J,Jlil li,l,Ti; \;i:e' i z /,



PENUTUP



PENUTUP

Peraturan Rektor ITS tentang PengeLotaan Keuangan lnstitut Teknotogi sepuluh

Nopembe rmerupakan tindak tanjut dari ketentuan pasal 77 ayat (4) PP Nomor

54Tahun20l5tentangstatutadanpenerapanPengelotaanKeuanganyang

sesuai dengan UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta PP 26

Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum'

peraturan Rektor tentang PengelotaanKeuangan lnstitut Teknotogi Seputuh

Nopemberdiharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata datam

mewujudkan tata ketota pemerintahan yang baik (good governance)'

peraturan Rektor tentang PengetotaanKeuangan lnstitut Teknotogi seputuh

Nopember diharapkan dapat mewujudkan Pengelotaan Keuangan ITS PTN Badan

Hukum yang transparan dan akuntabel serta mewujudkan Opini Wajar Tanpa

Pengecuatian atas Laporan Keuangan lT5 PTN Badan Hukum, sebagai satah satu

kewajiban ITS sebagai PTN Badan Hukum yang memberikan dampak pada

peningkatan kepercayaan pubtik terhadap pengetotaan Keuangan'

Prof. lr. Joni Hermana,

NrP. 19600618198803 1\trfiv/,


